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ABSTRAK 
 
 
M. Fairuz A. S. (B111 12 307), Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Terhadap Aborsi 
Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 
2014 tentang Kesehatan Reproduksi”. Di bawah bimbingan H. M. Said 
Karim selaku pembimbing I dan Hj. Haeranah selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah pandangan 
norma terkait legalisasi aborsi akibat pemerkosaan dan bagaimana 
pembuktian adanya pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi 
akibat pemerkosaan. 
 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar dengan memilih tempat 
penelitian di Kepolisian dan Tenaga Kesehatan yang dianggap berkompeten 
dan memiliki relevansi dengan judul skripsi ini, bertujuan untuk mendapatkan 
bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui kegiatan 
penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripktif 
dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta dan hasil penelitian. 
 
Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam kehidupan 
bermasyarakat, norma-norma yang berlaku di masyarakat menganggap 
bahwa aborsi merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan sepanjang tidak 
ada cara lain untuk tetap mensejahterkan masyarakat, dalam hal ini wanita. 
Selanjutnya, dalam membuktikan adanya pemerkosaan dibutuhkan visum et 
repertum yang nantinya hasil visum inilah yang menjadi dasar bagi penyidik 
untuk korban pemerkosaan agar melakukan aborsi dengan sah dan legal. 
 
ABSTRACT 
 
M. Fairuz A. S. (B111 12 307), Faculty of Law of Hasanuddin University, “A 
Juristical Analysis on Abortion Caused by Rape Regards to The Government 
Regulation Number 61 2014 About Reproduction Sanity”. Supervised by Mr. H.M 
Said Karim as first supervisor and Mrs. Hj. Haeranah as second supervisor. 
 This research aims to detect how is the norm outlook relates to abortion 
legalization due to rape and how the verification of violant occured and the method in 
doing an abortion caused by a rape. 
 This research was observed in Makassar city by choosing the research 
location where is located in a constabulary and health care force which are assumed 
for being competent and have a relavance with this thesis title in order to gain the 
primary and secondary data. The data that were obtained through this study were 
analyzed qualitatively then served descriptively based on facts and research results. 
 From the result of this study shows that in social life, the norms that valids for 
society consider that abortion is not an allowed action to take unless as long there is 
no other way to save the society, in this term is woman. Moreover, in proving there is 
a rape, it requires visum et repretum test which later of the visum result becomes the 
fundamental step for the rape’s victim to do an abortion legally. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Dengan berkembangnya peradaban manusia maka 
berkembang pula permasalahan-permasalahan dalam masyarakat. 
Masalah-masalah baru tetap bermunculan seiring dengan 
dinamisme manusia di dalam kehidupannya. Hidup sebagai nikmat 
yang diberikan oleh Tuhan harus dijaga dan disyukuri. Memelihara 
jiwa dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara 
eksistensi kehidupan manusia.  
Seperti yang diketahui, hak untuk hidup merupakan suatu 
Non-Derogable Rights yaitu suatu hak yang tidak dapat dicabut 
dengan alasan dan dalam situasi maupun kondisi apapun. Hak-hak 
manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum. Menurut 
Deklarasi Universal HAM yang dikukuhkan PBB terdapat lima jenis 
hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu hak personal (hak 
jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan 
hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya 
sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi, 
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sosial, budaya.1 Menyadari hal tersebut, Indonesia memberikan 
jawaban atas Pasal 3 DUHAM yang dituangkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang 
berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak 
mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kehidupan yang 
dimaksud disini tentu saja bukan hanya hidup sebagaimana adanya 
melainkan hidup sebagaimana mestinya. Hidup akan lebih 
bermakna jika dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma-
norma yang berlaku dan hidup di masyarakat. Sebaik-baik manusia 
adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja, hidup 
dapat dijalankan apabila dalam keadaan sehat. Artinya, kesehatan 
sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap 
warga negara. Kesehatan adalah hal yang sangat penting yang 
dibutuhkan oleh setiap manusia dan merupakan kebutuhan pokok 
selain sandang, pangan, dan papan. Kesehatan adalah keadaan 
sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 
memungkinkan setiap orang untuk produktif secara sosial dan 
ekonomis.  
Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang 
kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan 
menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan 
masyarakat baik fisik maupun non fisik. Di dalam Sistem Kesehatan 
                                                          
1 A. Ubaedillah & Abdul Rozak, 2014, Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat 
Madani, Kencana, Jakarta, Hlm. 151 
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Nasional disebutkan bahwa kesehatan menyangkut semua segi 
kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan 
kompleks. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pada 
dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan 
manusia.2 Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang ditujukan 
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat 
kesehatan yang optimal secara menyeluruh dan terpadu sebagai 
salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud 
dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.3  
Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia 
dalam memenuhi kebutuhannya. Hakikat hukum adalah 
perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan 
kesehatan. Hukum kesehatan eksistensinya masih relatif baru 
perkembangannya di Indonesia yang semula dikembangkan oleh 
Fred Ameln dan Alm. Oetama dalam bentuk ilmu kedokteran. 
Ruang lingkup hukum kesehatan antara lain:4 
1. Hukum medis; 
2. Hukum keperawatan; 
                                                          
2 Bahder Johan Nasution, 2005. Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1 
3 Lihat Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 
Kedokteran 
4 J.Guwandi, Hukum Medik (Medical Law),  Jakarta, Balai Penerbit FKUI, 2005, hal. 13, 
dalam  Amir Ilyas, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di 
Rumah Sakit, Rangkan Education, Yogyakarta, Hlm. 2 
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3. Hukum rumah sakit; 
4. Hukum perlindungan konsumen; 
5. Hukum pencemaran lingkungan; 
6. Hukum keselamatan kerja; 
7. dan peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitan Langsung 
yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia.    
Akan tetapi hukum yang diharapkan sebagai wujud 
kepastian perlindungan kehidupan bagi umat manusia, malah 
hukum pula yang mengatur dan menentukan keberlangsungan 
hidup seseorang. Hal ini terkait dengan permasalahan aborsi. 
Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, tetapi pada 
realitanya pada beberapa kondisi medis aborsi merupakan satu-
satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis untuk 
menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan 
kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan. Aborsi 
merupakan masalah klasik yang menjadi bahan perdebatan 
sepanjang zaman. Seiring dengan berbagai perkembangan dan 
perubahan di era globalisasi ini, aborsi tetap menjadi bahan kajian 
yang menarik untuk dibahas. Sebenarnya masalah aborsi sudah 
diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 
tentang Kesehatan. Dalam UU ini memang tidak ditemukan kata 
aborsi karena istilah yang digunakan ialah tindakan medis tertentu. 
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Pengaturan melalui sistem hukum inilah yang dimaksud dengan 
legalisasi. 
Perdebatan legalisasi aborsi ini memiliki sudut pandang 
masing-masing. Terdapat 3 (tiga) pendapat tentang aborsi, yaitu: 
1. Pandangan konservatif. Pandangan ini menganggap bahwa 
aborsi tidak boleh dilakukan dalam keadaan apapun juga. Disini  
terdapat alasan-alasan keagamaan dan filosofis antara lain 
kesucian kehidupan, larangan untuk memusnahkan kehidupan 
manusia yang tidak bersalah dan ketakutan akan implikasi 
sosial yang liberal bagi orang lain yang tidak dapat membela diri 
seperti cacat dan para lanjut usia; 
2. Pandangan liberal. Pandangan ini menganggap aborsi itu boleh 
dalam kondisi tertentu. Disini aborsi dianggap sebagai 
keputusan moral, tetapi dapat dibenarkan kelangsungannya 
secara moral, antara lain kualitas janin, kesehatan fisik dan 
mental wanita, hak wanita atas integritas diri, kesejahteraan 
keluarga, pertimbangan karier dan keluarga berencana; 
3. Pandangan moderat. Pandangan ini menempatkan diri di posisi 
tengah yang mengakui kemungkinan legitimasi moral sebagai 
alasan dilangsungkannya aborsi, tetapi tidak sedikitpun 
menafikkan adanya penderitaan dan rasa berat hati dari pihak 
ibu terhadap janin. Pandangan ini melihat janin dan wanita 
sebagai pemilik hak yang mengakui bahwa dalam upaya 
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memecahkan konflik hak seperti itu mau tidak mau akan 
menyebabkan penderitaan dan rasa berat hati sebagai 
konsekuensi.5 
Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran 
hukum positif mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan 
kandungan (doodslag op een ongeborn vrucht) dalam pasal 346, 
347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara 
eksplisit, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengguguran dan 
pembunuhan kandungan itu mutlak dilarang dan diancam pidana 
apabila dilakukan. Mengenal tindakan aborsi ini, Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menggantikan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan pada 
prinsipnya sejalan dengan ketentuan pidana yang ada, yaitu 
melarang setiap orang untuk melakukan aborsi. Namun, dalam 
tataran bahwa negara harus melindungi warganya dalam hal ini 
perempuan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi 
kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga 
medis yang melakukannya, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan membuka pengecualian untuk aborsi 
berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 
perkosaan. Dalam Pasal 75 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 
disebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kondisi tertentu 
                                                          
5 Pitono Soeparto, Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan,  Surabaya, Penerbit Komite 
Etik RSUD Dr. Soetomo, 2001, hal. 105 
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yautu indikasi kedaruratan medis dan perkosaan. Pada ayat 4 UU 
tersebut menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai syarat 
pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu 
PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 
Dijelaskan bahwa dengan alasan korban perkosaan maka 
seseorang dapat dengan legal melakukan aborsi.  
Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji 
alasan dibolehkannya aborsi yang semula diatur dan dilarang 
dalam KUHP tapi dilegalkan dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 
tentang Kesehatan Reproduksi. Dari uraian diatas penulis 
mengangkat judul tentang, “Analisis hukum terhadap aborsi 
akibat pemerkosaan berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 
tentang Kesehatan Reproduksi”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Bagaimana pandangan norma yang hidup dalam kehidupan 
bermasyarakat terkait legalisasi aborsi berdasarkan PP No. 61 
Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ? 
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2. Bagaimana membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan 
dan metode dalam melakukan aborsi (pengguguran kandungan) 
akibat korban pemerkosaan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah diatas maka adapun tujuan 
penulisan proposal ini adalah untuk memberikan jawaban atas 
rumusan masalah diatas, yaitu : 
1. Untuk mengetahui pandangan norma yang hidup dalam 
kehidupan bermasyarakat terkait legalisasi aborsi berdasarkan 
PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 
2. Untuk mengetahui pembuktikan adanya tindak pidana 
pemerkosaan dan metode dalam melakukan aborsi 
(pengguguran kandungan) akibat korban pemerkosaan. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini memberi manfaat dan pengetahuan 
yang lebih dalam perihal legalitas aborsi akibat perkosaan serta 
masukan dalam hal pembuktian tindak pidana perkosaan sebelum 
tindakan medis aborsi dilakukan oleh tenaga kesehatan. Hal ini 
penting mengingat perlunya menjaga eksistensi manusia dan juga 
memperhatikan keselamatan wanita yang mengandung dan 
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kandungan yang akan lahir dalam keadaan yang sehat namun di 
sisi lain juga guna memberi pedoman kepastian pada tenaga 
kesehatan agar sebelum melakukan tindakan medis tetap mengacu 
pada peraturan-peraturan yang diberlakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Hukum dan Kesehatan 
1. Hukum 
Definisi hukum yang ada dan tersebar di puluhan ribu 
buku yang tak terhingga banyaknya. Metode untuk 
memahami hukum dengan menggunakan definisi dapat 
dibedakan ke dalam: 
- Definisi yang langsung merumuskan suatu pengertian 
hukum tertentu. 
- Definisi yang masih membedakan beberapa jenis 
hukum.6 
Norma hukum ada yang tertulis dan yang tidak tertulis 
namun keduanya tetap dapat menjadi acuan dalam 
penyusunan suatu ketentuan hukum yang bersifat publik. 
Secara historis sebagian besar hukum tertulis yang berlaku 
di Indonesia masih berasal dari hukum Belanda yang 
memiliki dasar pemberlakuan hukum yaitu Pasal 2 Aturan 
                                                          
6 Achmad Ali,  2012, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Kencana, 
Jakarta, Hlm. 418 
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Peralihan UUD 1945. Ketentuan tersebut merupakan 
transitoir yang fungsinya untuk menjaga agar tidak terjadi 
kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan 
negara.7 
Secara hierarki, aturan merupakan produk dari norma yang 
berlaku di masyarakat yang mana norma itu merupakan 
pengejawantahan dari berbagai asas yang merupakan nilai 
yang berlaku secara universal di dalam kehidupan 
bermasyarakat. Asas hukum ialah sesuatu yang melahirkan 
(sumber, inspirasi, filosofis, materil dan formil) dari peraturan-
peraturan hukum. Asas hukum mengandung nilai-nilai etis yang 
berfungsi menghilangkan dan menetralisir kemungkinan 
terjadinya suatu konflik dalam tatanan sisitem hukum yang 
berlaku. Hukum sebagai suatu sistem tidak menghendaki 
adanya suatu konflik. Seandainya timbul konflik dalam sistem 
hukum itu, maka asas-asas hukumlah berfungsi untuk 
menyelesaikan konflik itu. Contohnya, jika ada konflik antara 
suatu peraturan yang bersifat umum dengan peraturan yang 
bersifat khusus, maka dapat diselesaikan dengan asas Lex 
specialis derogat legi generale. Demikian pula jika ada 
peraturan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan 
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, maka akan 
                                                          
7 Abdullah Marlang, 2011,  Pengantar Hukum Indonesia, ASPublishing, Makassar. Hlm. 
1-2 
12 
 
diselesaikan dengan asas Lex superior derogat legi inferior. 
Demikian pula jika terjadi pertentangan antara peraturan lama 
dengan peraturan baru maka dapat diselesaikan dengan asas 
Lex posteriori derogat legi priori. Asas hukum berperan sebagai 
pemberi arti dan bobot etis terhadap perturan hukum dan 
sistem hukum.8 
 
a. Hukum Pidana 
Para sarjana hukum di Indonesia membedakan istilah 
hukuman dan pidana yang mana dalam bahasa Belanda 
hanya digunakan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah 
umum untuk segala macam sanksi baik perdata, 
administratif, disiplin, dan pidana. Sedangkan istilah pidana 
diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.9 
Istilah hukum yang merupakan istilah umum dan 
konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-
ubah karena istilah itu dapat berkonotasidengan bidang yang 
cukup luas. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih 
khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian yang dapat 
memberikan petunjuk ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. 
Sudarto mengatakan bahwa yang dimaksud pidana ialah 
                                                          
8 Ibid., hlm. 36 
9 Andi Hamzah, 2010, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 27 
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penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Sedangkan Roeslan Saleh berpendapat bahwa pidana 
adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa 
yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat 
delik itu. Dari beberapa definisi diatas dapatlah disimpulkan 
bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri antara 
lain:10 
- Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu 
pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-
akibat lain yang tidak menyenangkan; 
- Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau 
badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang 
berwenang); 
- Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah 
melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik 
karena terkait dengan kepentingan umum, yaitu mengatur 
hubungan antara warga negara dengan masyarakat hukum 
atau negara. Konsekuensi logis sebagai bagian dari hukum 
publik, hukum pidana tidak saja mengatur segala urusan 
individu dengan masyarakat hukum atau negara, tetapi 
                                                          
10 Muladi, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, Hlm. 4 
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mengatur juga bagaimana negara melaksanakan tugasnya. 
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk:11 
- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak 
boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai 
ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 
bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada 
mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu 
dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana 
yang telah diancamkan. 
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan 
pidana itu dapat diselesaikan apabila ada orang yang 
disangka telah melanggar larangan tersebut.   
Lalu Moeljatno membagi hukum pidana menjadi tiga 
bagian, pertama tentang perbuatan yang dilarang, kedua  
tentang orang yang melanggar larangan itu dan ketiga 
tentang pidana yang diancamkan kepada pelanggar itu.12 
Dalam arti luas, sistem bekerjanya atau berfungsinya 
hukum pidana dapat diwujudkan secara konkret menjadi: 
                                                          
11 Moeljatno, 2008, Asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1 
12 Moeljatno, loc. cit. 
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- Hukum Pidana Materiil/ Substantif (Materiel 
Strafrecht); 
- Hukum Pidana Formil/ Hukum Acara Pidana 
(Strafverfahrensrecht) yang didalamnya juga 
mengatur tentang hukum pelaksanaan pidana 
(Strafvollstreckungsrecht) karena mengatur 
bagaimana hukum pidana dapat diberlakukan, baik 
dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di 
depan pengadilan sampai dengan tahap pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap. Maka dari itu baik hukum pidana materiil 
maupun hukum pidana formil yang harus diketahui 
bukan sekedar hukum law in the books dan law in 
idea, tetapi juga dalam tataran law in action.13   
 
b. Pemidanaan 
Pembentuk Undang-Undang kita telah sepakat untuk 
menggunakan istilah straafbar feit untuk menyebutkan apa 
yang kita ketahui sebagai tindak pidana. Disamping itu, ada 
beberapa sarjana hukum yang lebih memilih menggunakan 
istilah delik seperti Roeslan Saleh dan Oemar Seno Adji. 
                                                          
13 Marwan Effendy, 2014, Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan 
Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, Hlm. 7-8 
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Pemidanaan dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat 
antara lain:14 
- Actus reus yaitu perbuatan kriminal sebagai syarat 
pemidanaan obyektif; dan 
- Mens rea yaitu pertanggungjawaban kriminal sebagai 
syarat pemidanaan subyektif. 
Adapun beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yaitu: 
- Teori Absolut atau Pembalasan (vergeldings 
theorien). Teori ini muncul pada akhir abad 18 yang 
mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk 
yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan 
itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk 
dijatuhkannya pidana kepada pembuatnya (quia 
peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang 
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada yang 
melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenar dari 
pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan 
itu sendiri.15 
- Teori Relatif atau Tujuan (doeltheorien)  
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk 
memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pidana 
                                                          
14 Andi Hamzah, Op. Cit., Hlm. 98 
15 Muladi, Op. Cit., Hlm. 10 
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bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau 
pengimbalan kepada orang yang melakukan suatu 
tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan 
tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan 
quia peccatum est melainkan net peccetur (agar 
orang tidak melakukan kejahatan).16   
- Teori Gabungan (verenigingstheorien) 
Teori gabungan antara pembalasan dan prevensi 
bervariasi pula. Teori gabungan yang pertama 
menitikberatkan pada unsur pembalasan. Teori 
gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pada 
pertahanan tata tertib masyarakat. Teori gabungan 
yang ketiga yaitu memandang sama pembalasan dan 
pertahanan tata tertib masyarakat.17 
 
2. Hukum Kesehatan 
Hukum kesehatan (health law) merupakan satu spesialisasi 
dari ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi segala 
peraturan perundang-undangan di sektor pemeliharaan 
kesehatan. Dua disiplin ilmu tertua ini pada awalnya 
berkembang pada wilayahnya masing-masing. Hukum mengatur 
tentang ketertiban dan ketentraman hidup bermasyarakat 
                                                          
16 Ibid., Hlm. 16  
17 Andi Hamzah, Op. Cit., Hlm. 36-37 
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sementara kedokteran dan kesehatan mengatasi masalah-
masalah kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya, 
ternyata dua disiplin ilmu ini saling membutuhkan satu sama 
lain. Beberapa pengertian Hukum Kesehatan dapat dilihat dari: 
- Perhuki (Perhimpunan Hukum Kesehatan 
Indonesia)18 
“Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum 
yang berhubungan langsung dengan 
pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan 
penerapannya serta hak dan kewajiban baik 
perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai 
penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak 
penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala 
aspek organisasi; sarana pedoman medis 
nasional/internasional, hukum di bidang kedokteran, 
yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang 
kedokteran kesehatan. Yang dimaksud dengan 
hukum kedokteran ialah bagian hukum kesehatan 
yang menyangkut pelayanan medis”.   
- BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional)19 
                                                          
18 Sri Siswati, 2013, Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang 
Kesehatan, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 11 
19 Ibid., hlm. 12 
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“Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang 
hak dan kewajiban, baik dari tenaga kesehatan dalam 
melaksanakan upaya kesehatan, maupun dari 
individu dan masyarakat yang menerima upaya 
kesehatan tersebut dalam segala aspeknya, yaitu 
aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan 
diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana 
pedoman-pedoman medis internasional, hukum 
kebiasaan, dan hukum otonom di bidang kesehatan, 
ilmu pengetahuan, dan literatur medis merupakan 
pula sumber hukum kesehatan”. 
- H.J.J. Lennen20 
“Hukum kesehatan merupakan keseluruhan 
ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung 
dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-
kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara, 
dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal 
tersebut”. 
- Van Der Mijn21 
“Seperangkat yang secara langsung berhubungan 
baik dengan perawatan kesehatan maupun hukum 
                                                          
20 Ibid., hlm. 12 
21 Ibid., hlm. 14 
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sipil umum (perdata), hukum pidana dan hukum 
administrasi negara”. 
- Kansil22 
“Hukum kesehatan adalah rangkaian peraturan 
perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang 
mengatur pelayanan medik dan sarana medik”. 
Dari berbagai definisi hukum kesehatan yang 
disebutkan diatas, sumber hukum kesehatan adalah:23 
- Pedoman Internasional. Konvensi Helsinki (1964) 
merupakan kesepakatan para dokter sedunia 
mengenai penelitian kedokteran, khususnya 
eksperimen pada manusia, yakni ditekankan 
pentingnya persetujuan tindakan medis (informed 
consent). 
- Hukum Kebiasaan. Biasanya tidak tertulis dan tidak 
dijumpai dalam peraturan perundang-undangan. 
Kebiasaan tertentu telah dilakukan dan pada setiap 
operasi yang akan dilakukan di rumah sakit harus 
menandatangani izin operasi, kebiasaan ini kemudian 
dituangkan dalam peraturan tertulis dalam bentuk 
informed consent. 
                                                          
22 Hendrik, 2014, Etika & Hukum Kesehatan, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, Hlm. 24 
23 Ibid., hlm. 25 
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- Jurisprudensi. Keputusan hakim yang diikuti oleh para 
hakim dalam kasus yang sama. 
- Hukum otonom. Suatu ketentuan yang berlaku untuk 
suatu daerah tertentu. Ketentuan yang dimaksud 
berlaku hanya bagi anggota profesi kesehatan, 
misalnya kode etik kedokteran, kode etik 
keperawatan, kode etik bidan, dan kode etik 
fisioterapi. 
- Ilmu. Substansi ilmu pengetahuan dari masing-masing 
disiplin ilmu. Misalnya pemakaian sarung tangan bagi 
dokter dalam menangani pasien, dimaksudkan untuk 
mencegah penularan penyakit dari pasien kepada 
dokter tersebut. 
- Literatur. Pendapat ahli hukum yang berwibawa 
menjadi sumber hukum kesehatan. Misalnya 
mengenai pertanggungjawaban hukum (liability), 
perawat tidak boleh melakukan tindakan medis 
kecuali atas tanggung jawab dokter (prolonged arm 
doctrine). 
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a. Hubungan Dokter dengan Pasien 
Harus diakui bahwa hubungan pasien dengan tenaga 
kesehatan pada umumnya, khususnya hubungan dokter dengan 
pasien adalah hubungan yang unik, yang meliputi hubungan 
medik, hubungan hukum, hubungan non hukum termasuk 
hubungan ekonomi dan hubungan sosial. Tidak mungkin 
hubungan antara dokter dan pasien hanya dilihat dari satu segi 
saja, seluruh hubungan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.24 Dalam 
hubungan antara dokter dengan pasien, terdapat tiga macam 
hubungan yaitu:25 
- Hubungan medik. Dalam hubungan ini,  kedudukan 
dokter dengan pasien tidak seimbang dimana dokter 
memiliki kemampuan di bidang kedokteran 
sedangkan pasien adalah orang yang membutuhkan 
kemampuan tersebut untuk menyembuhkan penyakit 
yang dideritanya demi kesembuhannya, pasien 
diharapkan untuk mematuhi semua nasihat dan 
petunjuk dokter. Dasar dari hubungan ini adalah 
kepercayaan pasien atas kemampuan yang dimiliki 
oleh dokter bahwa dengan kemampuan di bidang 
                                                          
24 Sutarno, 2014, Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan, dan Hukum Positif di 
Indonesia, Setara Press, Malang, Hlm. 111 
25 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm. 32 
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kedokteran yang dimilikinya dokter dapat 
menyembuhkan si pasien. 
- Hubungan moral. Dalam hubungan ini peran dokter 
adalah sebagai penyembuh dan pasien sebagai pihak 
yang membutuhkan bantuan penyembuhan. Dalam 
norma moral ditekankan tentang kewajiban seorang 
dokter terhadap pihak lain berkaitan dengan perannya 
di dalam masyarakat. Maka sesuai dengan peran 
yang diembannya tersebut dokter mempunyai 
kewajiban moral untuk menolong orang yang 
membutuhkan bantuannya. 
- Hubungan hukum. Dalam hubungan hukum secara 
perdata terjadinya hubungan bila ada perikatan 
sebelumnya. Antara dokter dengan pasien terjadi 
perjanjian terapeutik di mana dokter sebagai pemberi 
jasa tersebut. Maka dalam hubungan hukum ini, bila 
terjadi kelalaian oleh pihak dokter dapat dimintakan 
pertanggungjawaban secara perdata. 
Sebenarnya, pola dasar hubungan dokter dan pasien, 
terutama berdasarkan keadaan sosial budaya dan penyakit 
pasien dapat dibedakan dalam tiga pola hubungan yaitu: 
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- Activity – Passitivity. Pola hubungan orang tua-anak 
ini merupakan pola klasik sejak profesi kedokteran 
mulai mengenal kode etik abad ke-5 SM. Di sini, 
dokter seolah-olah dapat sepenuhnya melaksanakan 
ilmunya tanpa campur tangan pasien, dengan suatu 
motivasi altruistis. Biasanya hubungan ini berlaku 
pada pasien yang keselamatan jiwanya terancam, 
atau dalam keadaan tidak sadar, atau menderita 
gangguan mental berat. 
- Guidance – Cooperation. Hubungan membimbing-
kerja sama, seperti halnya orang tua dengan remaja. 
Pola ini ditemukan bila keadaan pasien tidak terlalu 
berat misalnya penyakit infeksi baru atau penyakit 
akut lainnya. Meskipun sakit, pasien tetap sadar dan 
memiliki perasaan serta kemauan sendiri. Ia berusaha 
mencari pertolongan pengobatan dan bersedia 
bekerja sama. Walaupun dokter mengetahui lebih 
banyak, ia tidak semata-mata menjalankan 
kekuasaan, namun mengharapkan kerja sama pasien 
yang diwujudkan dengan menuruti nasihat atau 
anjuran dokter. 
- Mutual - Participation. Filosofi pola ini berdasarkan 
pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat 
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dan hak yang sama. Pola ini terjadi pada mereka 
yang ingin memelihara kesehatannya seperti medical 
checkup atau pada pasien penyakit kronis. Pasien 
secara sadar dan aktif berperan dalam pengobatan 
terhadap dirinya. Hal ini tidak dapat diterapkan pada 
pasien dengan latar belakang pendidikan dan sosial 
yang rendah, juga pada anak atau pasien dengan 
gangguan mental tertentu. 
 
b. Kewajiban dan Hak Dokter 
Kewajiban tenaga kesehatan/dokter adalah:26 
- Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial 
pemeliharaan kesehatan (health care). Pada 
kelompok ini, kepentingan masyarakat menonjol dan 
bukan kepentingan untuk pasien saja. Karena itu 
dalam melakukan kewajiban, seorang tenaga 
kesehatan harus memperhitungkan kepentingan 
masyarakat. 
- Kewajiban yang berhubungan dengan standar profesi 
dan kewajiban yang timbul dari standar profesi. 
Pengertian standar profesi adalah pedoman yang 
harus digunakan sebagai petunjuk dalam 
                                                          
26 Hendrik, Op. Cit. Hlm. 46 
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menjalankan profesi secara baik. Dapat juga 
dirumuskan sebagai suatu cara melakukan tindakan 
medis dalam suatu kasus yang konkret menurut suatu 
ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan 
pengalaman. 
- Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip 
keseimbangan. Tenaga kesehatan harus menjaga 
keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dan 
tujuan yang ingin dicapai, misalnya melakukan suatu 
tindakan diagnosis yang berat terhadap suatu 
penyakit yang relatif ringan (tidak memenuhi unsur 
keseimbangan).   
Sedangkan ditinjau dari UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang 
Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa kewajiban tenaga kesehatan 
antara lain:27 
- Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan 
Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar 
Prosedur Operasional, dan etika profesi serta etika 
profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima 
Pelayanan Kesehatan; 
                                                          
27 Lihat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
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- Memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan 
Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan 
diberikan; 
- Menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan 
Kesehatan; 
- Membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen 
tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang 
dilakukan; dan 
- Merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga 
Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan 
kewenangan yang sesuai.  
Selain memiliki kewajiban, tenaga kesehatan/dokter 
juga memiliki hak antara lain:28 
- Memperoleh perlindungan hukum sepanjang 
melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, 
Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur 
Operasional; 
- Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari 
Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; 
- Menerima imbalan jasa 
- Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan 
kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan 
                                                          
28 Lihat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 
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harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, 
serta nilai-nilai agama; 
- Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan 
profesinya; 
- Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan 
atau pihak lain yang bertentangan Standar Profesi, 
kode etik, Standar Pelayanan, Standar Prosedur 
Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-
undangan; dan 
- Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
 
c. Kewajiban dan Hak Pasien29  
Kewajiban pasien ditentukan dalam Pasal 53 Undang-
Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang 
terdiri atas beberapa hal berikut:30 
- Kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan 
jujur tentang masalah kesehatannya. 
- Kewajiban mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau 
dokter gigi. 
- Kewajiban mematuhi ketentuan yang berlaku di 
sarana pelayanan kesehatan. 
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30 Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  
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- Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang 
diterima. 
Sementara itu, hak pasien dalam Pasal 52 ditentukan sebagai 
berikut:31 
- Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang 
tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
45 ayat (3). 
- Meminta pendapat dokter atau dokter gigi yang lain. 
- Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
medis. 
 
B. Aborsi 
1. Pengertian Abortus 
Sebelum membahas definisi Abortus, terdapat tanda-tanda 
kehamilan yang dapat diketahui untuk mengidentifikasi 
keberadaan mahluk hidup dalam rahim ibu yaitu melalui tanda 
yang pasti dan yang masih bersifat kemungkinan. Tanda-tanda 
yang pasti meliputi: 
- Terdengarnya bunyi jantung anak; 
- Dapat dilihat, diraba, atau didengar pergerakan anak; 
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- Rangka janin dapat dilihat melalui pemeriksaan sinar 
rontgen oleh pemeriksa. 
Sementara tanda-tanda yang masih bersifat kemungkinan 
meliputi: 
- Tanda obyektif (oleh pemeriksa); 
- Tanda subyektif (yang dirasakan oleh ibu) seperti: tidak 
haid “amenorrhoe”, muntah dan mual, ibu merasakan 
pergerakan anak, sering kencing, perasaan dada berisi dan 
agak nyeri.32 
Abortus yaitu keluarnya hasil pembuahan (janin) yang belum 
waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar 
kandungan.33 Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau 
gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 
minggu atau berat bayi kurang dari 500 g, yaitu sebelum janin 
dapat hidup diluar kandungan secara mandiri. Abortus adalah 
kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur kehamilan 
dibawah 20 minggu, atau berat fetus yang lahir 500 gram atau 
kurang. Aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di 
antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) dirahim 
sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin 
sebelum mencapai viabilitas, dimana masa gestasi belum 
                                                          
32 Waluyadi, 2005, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek 
Hukum Praktik Kedokteran, Djambatan, Jakarta, Hlm.84 
33 R. Atang Ranoemihardja, 1991, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), 
Tarsito, Bandung, Hlm. 50 
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mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gram.34 
WHO merekomendasikan viabilitas apabila masa gestasi telah 
mencapai 22 minggu atau lebih dan berat janin 500 gram atau 
lebih. 
Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh 
Institute For Social, Studies and Action, Maret 1991, dalam 
istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian 
kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi 
rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 minggu.35 
Aborsi dalam kamus Inggris Indonesia diterjemahkan dengan 
pengguguran kandungan. Dalam Black’s Law Dictionary kata 
abortion diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia 
mengandung arti keguguran dengan keluarnya embrio atau 
fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan 
tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan 
(provokasi) manusia. 
2. Jenis dan Klasifikasi Aborsi36 
Secara garis besar, abortus terbagi menjadi dua macam, 
yaitu abortus spontan dan abortus buatan. Abortus spontan 
adalah merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan 
                                                          
34 Cecep Triwibowo, 2014, Etika dan Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta, Hlm. 
166 
35 Cecep Triwibowo, loc. cit. 
36 Ibid., hlm. 167 
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terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. 
Sedangkan abortus buatan, abortus dengan jenis ini merupakan 
suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses 
kehamilan sebelum berumur 28 minggu, dimana janin (hasil 
konsepsi) yang dikeluarkan tidak dapat bertahan hidup di dunia 
luar. 
Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi 
atau pembuahan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa 
disebut aborsi (abortion), diantaranya: Abortion criminalis, yaitu 
pengguguran kandungan secara bertentangan denngan hukum; 
Abortion Eugenic, yaitu pengguguran kandungan untuk 
mendapat keturunan yang baik; Abortion Induced/ provoked/ 
provocatus, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja; 
Abortion Natural, yaitu pengguguran kandungan secara 
alamiah; Abortion Spontaneous, yaitu pengguguran kandungan 
secara tidak sengaja; dan Abortion Therapeutic, yaitu 
pengguguran kandungan dengan tujuan untuk menjaga 
kesehatan sang ibu. 
1. Abortus Spontan 
Abortus spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir 
secara spontan sebelum janin dapat bertahan. Abortus 
spontaneous,  adalah aborsi yang terjadi dengan tidak 
didahului faktor-faktor mekanis ataupun medicinalis semata-
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mata disebabkan oleh faktor alamiah. Abortus spontan 
dikategorikan sesuai dengan cara pengeluaran janin. Berikut 
ini, kalsifikasi abortus spontan yaitu: 
a. Abortus imminiens, Adalah terjadinya perdarahan 
uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 
minggu, janin masih dalam uterus, tanpa adanya 
dilatasi serviks. Diagnosisnya terjadi perdarahan 
melalui ostium uteri eksternum disertai mual, uterus 
membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum 
membuka dan tes kehamilan positif. Pada abortus 
imminiens, keluarnya fetus masih dapat dicegah 
dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti 
pasmodica. Penanganannya : 1) Berbaring, cara ini 
menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus 
dan sehingga rangsang mekanik berkurang. 2) 
Pemberian hormon progesteron. 3) Pemeriksaan 
USG 
b. Abortus insipiens adalah peristiwa peradangan uterus 
pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu 
dengan adanya dilatasi serviks, diagnosisnya rasa 
mulas menjadi lebih sering dan kuat, perdarahan 
bertambah. Pengeluaran janin dengan kuret vakum 
atau cunam ovum, disusul dengan kerokan. Pada 
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kehamilan lebih dari 12 minggu bahaya peforasi pada 
kerokan lebih besar, maka sebaiknya proses abortus 
dipercepat dengan pemberian infuse oksitosin. 
Sebaliknya secara digital dan kerokan bila sisa 
plasenta tertinggal bahaya perforasinya kecil. 
c. Abortus inkompletus, adalah pengeluaran sebagian 
janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan 
masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Abortus 
inkompletus atau dengan kata lain keguguran bersisa 
artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang 
dikeluarkan yang tersisa adalah deci dua dan 
plasenta. Pada pemeriksaan vaginal, servikalis 
terbuka dan jaringan dapat diraba dalam kavum uteri 
atau kadang-kadang sudah menonjol ostium uteri 
eksternum. Perdarahan tidak akan berhenti sebelum 
sisa janin dikelurkan, dapat menyebabkan syok. 
Penanganannya, diberikan infuse cairan NaCI 
fisiologik dan transfusi, setelah syok diatasi dilakukan 
kerokan. Saat tindakan disuntikkan intramuskulus 
ergometrin untuk mempertahankan kontraksi otot 
uterus. 
d. Abortus kompletus atau keguguran lengkap artinya 
seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga 
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rahim kosong. Pada abortus kompletus ditemukan 
perdarahan sedikit, osteum uteri telah menutup, 
uterus sudah mengecil dan tidak memerlukan 
pengobatan khusus, apabila menderita anemia perlu 
diberi sulfas ferrosus atau transfuse. 
e. Missed abortion, adalah kehamilan yang tidak normal, 
janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan tidak 
dapat dihindari. Missed abortion, keadaan di mana 
janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan 
tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih. 
Gejalanya seperti abortus immines yang kemudian 
menghilang secara spontan disertai kehamilan 
menghilang, payudara agak mengendor, uterus 
mengecil, tes kehamikan negatif. Dengan USG dapat 
diketahui apakah janin sudah mati dan besarnya 
sesuai dengan usia kehamilan. Dengan Human 
chorionic gonadotropin (hCG) tes bisa diketahui 
kemungkinan keguguran. Biasanya terjadi 
pembekuan darah. Penanganannya, pada kehamilan 
kurang dari 12 minggu dilakukan pembukaan serviks 
uteri dengan laminaria selama ± 12 jam kedalam 
servikalis, yang kemudian diperbesar dengan busi 
hegar sampai cunam ovum atau jari dapat masuk ke 
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dalam kavum uteri. Pada kehamilan lebih dari 12 
minggu, maka pengeluaran janin dengan infuse 
intravena oksitosin dosis tinggi. Apabila fundus uteri 
tingginya sampai 2 jari dibawah pusat, maka 
pengeluaran janin dapat dikerjakan dengan 
penyuntikan larutan garam 20% kedalam dinding uteri 
melalui dinding perut. Apabila terdapat 
hipofibrinogenemia, perlu persediaan fibrinogen. 
Pemberian misoprostol (Cytotec) 400-800mcg dengan 
dosis tunggal atau ganda untuk mengurangi rasa 
sakit. 
f. Abortus habitulis atau keguguran berulang adalah 
keadaan dimana penderita mengalami keguguran 
berturut-turut 3 kali atau lebih. 
g. Abortus infeksious dan abortus septic, adalah abortus 
yang disertai infeksi genital. 
2. Abortus provokatus 
Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik 
dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi 
provocatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai 
dalam kalangan kedokteran dan hukum. Abortus provokatus 
merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum 
diberi kesempatan untuk bertumbuh. Abortus provokatus terbagi 
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menjadi dua yaitu abortus provokatus medicinalis dan abortus 
kriminalis. 
a. Abortus provokatus medicinalis 
Abortus provocatus medicinalis, adalah aborsi yang 
dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu 
apabila tindakan aborsi tidak diambil akan 
membahayakan jiwa ibu. Abortus provokatus medicinalis 
atau artificialis atau therapeuticus adalah aborsi yang 
dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia 
yang dimaksud dengan indikasi medis adalah demi 
menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang 
ditentukan sebagai indikasi medis adalah: 
 Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
keahalian dan kewenangan untuk melakukannya 
(yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit 
kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi. 
 Harus meminta pertimbangan tim ahli (tim medis lain, 
agama, hukum, psikologi). 
 Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau 
suaminya atau keluarga terdekat. 
 Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki 
tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh 
pemerintah. 
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 Prosedur tidak dirahasiakan. 
 Dokumen medik harus lengkap. 
Dalam praktek di dunia kedokteran, abortus 
proovocatus medicinalis juga dapat dilakukan jika anak yang 
akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan harapan 
hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan ectopia 
kordis (janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga 
terlihat jantungnya), rakiskikis (janin akan dilahirkan dengan 
tulang punggung terbuka tanpa ditutupi kulit) maupun 
anensefallus (janin akan dilahirkan tanpa otak besar). 
b. Abortus provokatus kriminalis 
Abortus provokatus kriminalis adalah aborsi yang 
terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal 
atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh 
aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin 
sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. 
Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis 
adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada 
waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada 
umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa 
lagi. Sedangkan secara yuridis abortus provokatus 
kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum 
hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur 
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bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam 
keadaan mati atau hidup. Ada bermacam-macam cara 
melakukan abortus provocatus criminalis, antara lain:37 
- Mekanik: 
o Dengan penyadap laki dari logam yang 
dimasukkan dalam rahim. 
o Penyadap yang kenyal. 
o Dengan semprot karet, alat penusuk dan lain-
lain. 
- Dengan menyemprotkan obat-obat dalam kandungan. 
- Massage pada rahim oleh dukun (tukang pijit) 
- Dengan alat-alat listrik dimasukkan dalam lubang 
peranakan. 
- Dengan jalan lain: 
o Berolah raga yang bisa menggoncangkan 
rahim, seperti naik kuda, sepeda, sepeda 
motor dan lain-lain. 
o Pukulan pada perut. 
o Persetubuhan berturut-turut. (geforceerde 
coitus). 
Ketentuan tentang hukum aborsi di dalam hukum pidana 
positif Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
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Pidana (Lex Generalis) dan Undang-Undang Kesehatan (Lex 
Spesialis). Apabila ditinjau dari KUHP dan sejarah perundang-
undangan, perbuataan abortus yang dilarang ditujukan kepada 
buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat undang-undang 
menganggap bahwa hidup itu dimulai sejak saat pembuahan. 
Hukum tidak mempermasalahkan apakah dengan bertemunya sel 
(konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya 
menjelaskan bahwa kandungan terseut telah mempunyai arti 
yuridis, sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan 
dimasukkan dalam kejahatan terhadap nyawa calon manusia. Oleh 
sebab itu, abortus provokatus dalam bentuk apapun dilarang dalam 
bidang hukum. KUHP tidak membolehkan aborsi denngan alasan 
apa pun juga dan oleh siapapun juga. Berikut ini adalah uraian 
tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat dalam KUHP 
tersebut. 
Bab XIV KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Kesopanan 
Pasal 299 
(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita 
atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan 
atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu 
hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara 
palilng lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu 
rupiah. 
(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari 
keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai 
pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, 
bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. 
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(3) Jika yang bersalah, melakukan kejadian tersebut, dalam 
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk 
melakukan pencarian itu. 
Bab XIX KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Jiwa Orang 
Pasal 346 KUHP: 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk 
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun. 
Pasal 347 KUHP: 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang wanita tanpa 
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun” 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun. 
Pasal 348 KUHP: 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau 
mematikan kandungan seorang wanita dengan 
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun enam bulan. 
(2) Jika perbuatan itu menngakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Pasal 349 KUHP: 
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu 
melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun 
membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 
dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat 
ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 
 
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan 
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sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka 
permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara 
eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang 
mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis 
mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai 
lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktek 
aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan 
pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
dituangkan dalam Pasal 75, 76, dan Pasal 77. Berikut ini adalah uraian 
lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal 
tersebut: 
Pasal 75: 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 
(2) Larangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan: 
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau 
janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau 
cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki 
sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan; atau 
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan 
trauma psikologis bagi korban perkosaan. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan 
pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan 
yang dilakukan konselor yang kompeten dan berwenang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari 
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis 
dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 76: 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat 
dilakukan: 
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu; 
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri; 
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 77 
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari 
aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan 
ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung 
jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 194 
Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun juga dan 
oleh siapapun juga. Ketentuan ini sejalan dengan diundangkannya di 
zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini 
tidak pernah berubah. Dan ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun 
yang melakukan, bahkan bagi dokter yang melakukan dikenakan 
pemberatan pidana. Pengguguran kandungan yang disengaja dengan 
melanggar berbagai ketentuan hukum (abortus provocatus criminalis) 
yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” 
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dinilai sangat memberatkan paramedis dalam melakukan tugasnya. 
Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, di mana pada prinsipnya tindakan 
pengguguran kandungan atau aborsi dilarang (Pasal 75 ayat (1)), 
namun larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan: 
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 
kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 
yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan 
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi 
tersebut hidup di luar kandungan; atau 
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan. 
 
C. Pemerkosaan 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa 
kata pemerkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti 
paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti 
menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, 
meggagahi.38 Dalam kamus lain kata perkosaan diartikan 
dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan 
                                                          
38 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, 1989, Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 673 
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kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedang 
kata perkosaan berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, 
paksaan, pelanggaran dengan kekerasan. Perkosaan 
merupakan kejahatan yang serius dan bukti pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM). Tindakan perkosaan menyebabkan 
trauma psikologis yang serius pada korban serta keluarga. 
Kejahatan perkosaan (verkrachting) dimuat dalam Pasal 285 
yang rumusannya adalah berikut : 
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
Apabila rumusan perkosaan diatas dirinci, maka unsur-
unsurnya antara lain: 
- Pebuatannya memaksa; 
- Caranya dengan kekerasan/ancaman kekerasan; 
- Objeknya seorang perempuan bukan istrinya; 
- Bersetubuh dengan dia. 
Berdasarkan rumusan Pasal diatas, dapat diambil 
kesimpulan antara lain : 
- Korban perkosaan harus seorang wanita bukan 
istrinya, tanpa batasan umur. 
- Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman 
kekerasan. Hal ini berarti tidak ada persetujuan dari 
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pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku. 
Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang 
ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan terhadap wanita tersebut. 
Cara-cara memaksa disini terbatas dengan dua cara, yaitu 
kekerasan (geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging met 
geweld). Ada dua fungsi kekerasan dalam hubungannya dengan 
tindak pidana yang bersangkutan, yaitu sebagi berikut:39 
- Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu suatu 
perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat 
akibat ketidakberdayaan korban. Ada causal verband 
antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. 
Dalam kasus perkosaan, kekerasan yang digunakan 
sebagai cara dari memaksa bersetubuh. 
- Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang 
dalam tindak pidana, bukan merupakan upaya awal 
dari terwujudnya perbuatan tindak pidana. 
Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan 
fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya berupa 
perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan 
persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih 
                                                          
39 Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajagrafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 64  
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besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera 
dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak 
membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku. Ancaman 
kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu sebagai berikut:40 
- Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman 
kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan 
mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 
pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang 
lebih besar yakni kekerasan secara sempurna, dan 
(b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi 
tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa 
cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan). 
- Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan 
bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika 
kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhinya 
yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan 
itu benar-benar akan diwujudkan.  
Sementara itu, terdapat beragam jenis perkosaan yang 
dapat diklasifikasikan. Jenis-jenis perkosaan dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut:41 
                                                          
40 Ibid., hlm. 66 
41 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindugan Terhadap Korban Kekerasan 
Seksual, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 46 
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- Sadistic rape 
Perkosaan sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan 
agresivitas berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku 
perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik 
bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui 
serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh 
korban. 
- Angea rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas 
menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan 
perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh 
korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa 
pelaku memproyeksikan pemecahan atau frustasi-
frustasi, kelemahan dan kekecewaan hidupnya. 
- Dononation rape 
Yakni suatu perkosaan yang terjadi seketika pelaku 
mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas 
terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, 
pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan 
berhubungan seksual. 
- Seductive rape 
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada 
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mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal 
harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. 
Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan 
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak 
mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks. 
- Victim precipitatied rape 
Yakni perkosaan yang terjadi (erlangsung)dengan 
menempatkan korban sebagai penyebabnya. 
- Exploitation rape 
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap 
kesempatan melakukan hubungan seksual yang 
diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan 
yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung 
padanya secara ekonomis dan sosial. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berhubung karena judul yang diajukan oleh penulis yaitu mengenai 
Analisis Hukum Terhadap Aborsi Akibat Pemerkosaan 
Berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014, maka penulis melakukan 
penelitian di kepolisian, tenaga kesehatan serta pihak-pihak yang 
dianggap berkompeten dan relevan dengan objek penelitian penulis. 
 
B. Bahan Hukum 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 
dalam dua jenis, yaitu : 
1. Bahan Hukum Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 
materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan 
dan dokumentasi pada instansi terkait. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur dan 
hasil wawancara secara langsung dengan pihak terkait untuk 
memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan sesuai 
dengan judul penulis. 
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C. Teknik Pengumpulan data 
Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan dua metode 
penelitian, yaitu : 
1. Metode Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data, meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, 
dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian 
ini. 
2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan penulis memperoleh data sekunder dengan 
menggunakan metode wawancara (Interview) sehubungan 
dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis 
melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat 
memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan 
melakukan penjabaran atas fakta-fakta dan hasil penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pandangan Norma dalam Masyarakat Terkait Legalisasi Aborsi 
berdasarkan PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi 
 
1. Norma Agama 
A. Agama Islam 
 
Dalam norma agama (Islam) terdapat beberapa ayat dalam 
Al-Qur’an mengisyaratkan peristiwa kehamilan. Di antara 
keterangan-keterangan tersebut di antaranya:42 
1. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seorang 
perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna 
dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya 
ada ukurannya. (Ar-Ra’d:8). 
2. Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Dia jadikan 
daripadanya istrinya dan Dia menurunkan untuk kamu 
delapan ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia 
menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi 
kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian 
                                                          
42 Waluyadi, 2005, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek 
Hukum Praktik Kedokteran, Djambatan, Jakarta, hlm. 82-84 
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itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai 
kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia; maka bagaimana 
kamu dapat berpaling ? (Az-Zumar:6).  
Yang dimaksud dengan tiga kegelapan tersebut, menurut 
Al-Qur’an dan terjemahannya terbitan Departemen 
Agama Republik Indonesia adalah 746 halaman yaitu 
kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan 
kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam 
rahim. 
3. Dan kami peringatkan kepada manusia (berbuat baik) 
kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihkan dalam dua tahun. 
Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu 
bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu. 
(Luqman:14). 
4. Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia 
menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan 
anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki 
dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang 
Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis 
laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-
Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia 
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kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi 
Maha Kuasa (Asy-Syura:49-50). 
5. Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina ? 
kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh 
(rahim), sampai waktu yang ditentukan, lalu Kami 
tentukan (bentuknya), maka Kamilah sebaik-baik yang 
menentukan (Al-Mursalaat:20-23). 
6. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizqi kepada 
mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh 
mereka adalah suatu dosa besar (Al-Isra’:31). 
7. Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; 
dan diantara kamu adad yang dikembalikan kepada umur 
yang paling lemah (lanjut), supaya dia tidak mengetahui 
lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa 
(An-Nahl:70). 
8. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu 
ditentukan ajal (kematianmu) dan ada lagi suatu ajal yang 
ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya 
(yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu 
masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu) (Al-An’aam:2). 
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9. Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri yang 
satu dan daripadanya. Dia menciptakan istrinya, agar ia 
merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, 
istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan 
terus ia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian 
tatkala ia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon 
kepada Allah, Tuhannya seraya berkata : “Sesungguhnya 
jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah 
kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (Al-
A’raf:19). 
10. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 
keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi 
kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur (An-Nahl:78). 
11. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 
kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya 
dengan susah payah (pula). Mengandung sampai 
menyapihnya adalah tiga bulan, sehingga apabila ia telah 
dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia 
berdo’a : “Ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk 
mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan 
kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal 
yang shaleh yan Engkau rida’i; berilah kebaikan 
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kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak 
cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau 
dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang 
berserah diri” (Al-Ahqaaf:15). 
12. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana 
dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan melainkan Dia, Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Al-Imran:6). 
Selanjutnya mengenai proses terjadinya manusia 
dalam rahim ini, ada beberapa catatan yaitu:43 
1. Dalam surat Al-Mu’minun kita jumpai proses terjadinya 
manusia dalam rahim ibu, yaitu dari cairan mani, 
kemudian berubah menjadi ‘Alaqah, kemudian Mudlgah, 
kemudian terjadinya tulang-tulang, setelah itu 
pembalutan tulang-tulang itu dengan daging, barulah jadi 
manusia (Al-Mu’minun:14). Proses kejadian manusia ini 
jelas didukung penuh oleh Ilmu Kedokteran modern. 
Padahal, pada waktu ayat ini diturunkan, pengetahuan 
manusia akan Ilmu Embrio atau Embriologi masih 
tergolong nol. Namun Al-Qur’an dengan sangat 
meyakinkan pembacanya akan kenyataan ini. Hal ini 
pada sisi yang lain menunjukkan akan bukti kebenaran 
Al-Qur’an itu sendiri. 
                                                          
43 Ibid., hlm.84-85 
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2. Para ahli tafsir dahulu mengartikan kata Al-‘Alaqah 
dengan segumpal darah, dan mereka mengatakan 
bahwa proses peralihan dari Nutfah (cairan mani) menuju 
Alaqah ini adalah 40 hari sesuai dengan sabda Nabi. 
Penafsiran ini sah-sah saja. Hanya saja tidak menyentuh 
dengan arti akar kata dari Al-Alaqah atau Al-Alaq. Arti 
kata ini salah satunya adalah sesuatu yang bergantung. 
3. Jika kita hubungkan arti kata tersebut di atas dengan 
proses kejadian manusia, ternyata bahwa setelah adanya 
pertemuan antara sel-sel mani dengan Ovum keduanya 
menggantung pada dinding rahim. 
4. Melalui serat-serat yang sangat halus pada dinding 
rahim, diantarkan sari-sari makanan kepada calon bayi. 
Menempelnya atau bergantungnya sel mani dan Ovum 
pada dinding rahim inilah yang dinamai Al-‘Alaq. Inilah 
salah satu rahasia mengapa Al-Qur’an memakai redaksi 
Al-‘Alaq, bukan lainnya. 
Sementara itu menurut Ridwan Lagading salah satu tokoh 
agama berpendapat:44 
“Aborsi itu haram akan tetapi pada hal-hal tertentu mendapat 
pengecualian diantaranya; Ketika harus memilih kehidupan 
antara ibu atau bayi/janin. Kedua, ketika pada janin terdapat 
cacat mental atau fisik. Dalam masalah ini terdapat 
perbedaan antara ulama. Dan ketiga, ketika cacat keturunan 
sehingga seseorang atau keluarga harus menanggung malu 
                                                          
44 Diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2016 
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seumur hidup dalam hal ini yaitu diperkosa atau hubungan 
diluar nikah dan/atau hal-hal lain. Kalaupun boleh, aborsi 
hanya boleh dilakukan selama belum ditiupkan ruh pada 
kandungannya yaitu kurang lebih 4 bulan, selebihnya aborsi 
tidak boleh lagi dilakukan dengan alasan apapun”.  
 
B. Agama Nasrani 
Romo Subhaga menyatakan bahwa sejak 
pembuahan, janin sudah berpotensi menjadi manusia, oleh 
sebab itu segala bentuk usaha pengguguran kandungan 
dilarang, karena Allah mencintai manusia itu sendiri, Allah 
membuat hidup, tidak pernah membuat kematian. Yesus 
memperjuangkan dengan menguasai maut untuk menjaga 
kehidupan. Allah mencintai hidupnya, maut adalah 
penderitaan yang paling dasar bagi manusia tetapi Allah 
selalu mengampuninya . Sebagaimana disebutkan dalam 
Kitab Kejadian 2.7 "Utusan Allah membentuk manusia itu 
dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam 
hidung-Nya, demikianlah manusia itu menjadi mahluk yang 
hidup. Perkembangbiakan untuk melanjutkan hidup, tidak 
pernah Allah membuat perintah mati”. Berdasarkan sumber 
di atas bahwa Tuhan mencintai hidup oleh karena itu aborsi 
yang mematikan dilarang (termasuk pembunuhan bayi 
dalam kandungan yang dilakukan oleh remaja putri). Lukas 
10:27 menyebutkan: "Tuhan memberikan dua buah perintah 
utama kepada umat-Nya" yaitu : Kasihanilah Tuhan, Allahmu 
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dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwanya dan 
dengan segenap akal budimu, dan Kasihanilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri. Pasal di atas mengandung 
pesan agar umat manusia mengasihi kehidupan bukan 
hanya terhadap orang-orang di sekitarnya tetapi juga kepada 
bayi-bayi dalam kandungan yang telah diberi kehidupan oleh 
Tuhan. Perjuangan membela kehidupan adalah perbuatan 
yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia tidak boleh berdiam 
diri melihat kekejian terjadi di sekitarnya. 
Pandangan yang senada juga disebutkan dalam Alkitab 
yaitu: 
Alkitab Kej. 1:26 menyebutkan: “Harga terpenting 
manusia sebagai perorangan adalah "Imago dei" (gambar 
Allah). menyebutkan : Ada tiga kali disebutkan perkataan 
"diciptakan" berarti: 
a. Manusia bisa berinteraksi dengan Allah. Hal ini 
merupakan suatu kemampuan dari ciptaan atas “gambar 
Allah" (suratan Allah) dapat menyalurkan kehendak Allah. 
b. Pribadi/gambar Allah bukan salah satu aspek, tetapi itulah 
sifat manusia yang mempunyai ciri aspek intelektual, 
komunikasi dan moral. 
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c. Martabat manusia adalah sepola dengan Allah yaitu 
kelimpahan anugrah. Tuhan mengasihi manusia dan 
memberi keselamatan. 
Kehamilan adalah kemauan Tuhan yang tidak dapat 
diminta oleh manusia. Kalau Tuhan tidak menghendaki 
seorang wanita hamil, walaupun dengan berbagai usaha 
telah dilakukan, wanita tersebut tetap tidak bisa hamil. Aborsi 
adalah sebagai salah satu akibat dari hubungan free sex 
pranikah. Perbuatan aborsi adalah perbuatan yang 
merampas nyawa suatu insan yang tidak berdosa, 
kebebasan untuk memilih bukan hak mutlak manusia, 
terlebih lagi kebebasan untuk membunuh. Orang percaya 
manusia selalu berada dalam keterikatan kepada Tuhan. 
Dasar pandangan agama Protestan menolak aborsi karena:  
a). Kehidupan (sejak ovum dibuahi) bernilai dihadapan 
Tuhan, yang ternyata adalah kudus dan harus diselamatkan 
dengan harga apapun,  
b). Kematian dan kehidupan harus ditinjau dari sudut rohani,  
c). Aborsi mempunyai dampak emosional, spiritual dan 
jasmani,  
d). Aborsi bertentangan dengan pandangan AIkitab. 
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Sementara itu Antonius P.S Wibowo berpendapat:45 
“Kalangan Nasrani berpendapat bahwa janin intu mulai 
bernyawa pada usia yang ke-40 hari. Ada juga yang 
berpendapat bahwa nyawa ditiupkan pada usia kehamilan 
yang ke-120 hari”. 
 
C. Agama Buddha 
Dalam Parita Suci dijelaskan bahwa ajaran agama 
Buddha yang bersumber dari Pancasila Buddhis disebutkan 
bahwa melakukan pembunuhan atau aborsi merupakan 
perbuatan dosa. Ajaran - ajaran agama Buddha menyatakan 
segala pembunuhan merupakan perbuatan yang membawa 
akibat buruk yang akan masuk ke alam Apaya (neraka) 
termasuk kriteria sebagai berikut:  
a). Adanya suatu mahluk hidup tidak saja manusia juga yang 
lain-lain,  
b). Dilakukan dengan sadar,  
c). Dilakukan dengan niat,  
d). Diikuti dengan langkah-langkah, dan 
e). Diikuti dengan akibat kematian. 
Wanita yang melakukan pengguguran kandungan 
telah memenuhi kriteria diatas yang berakibat si pelaku 
masuk ke alam apaya (neraka). Biku Titaketuko menyatakan 
bahwa bayi dalam kandungan dianggap sudah berpotensi 
                                                          
45 Waluyadi, op. cit., hlm. 87 
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menjadi manusia sejak saat roh kehidupan dihembuskan ke 
dalam rahim seorang wanita yaitu sejak bertemunya sel telur 
wanita dengan sperma laki-laki. Sejak saat itu, pengguguran 
kandungan dilarang karena tergolong perbuatan 
pembunuhan terhadap bayi dalam kandungan. Ajaran 
agama Budha menentang segala pembunuhan dalam 
bentuk apapun, apalagi pembunuhan terhadap janin yang 
tidak berdosa, karena dalam ajaran Budha dikenal adanya 
teori karma, yaitu suatu teori sebab akibat. Setiap tindakan 
yang didasarkan pada kemauan sendiri akan menghasilkan 
efek atau akibat. Apabila perbuatan baik akan menghasilkan 
akibat yang baik dan perbuatan yang buruk berakibat buruk, 
hal itu dikarenakan oleh alam dan hukum itu sendiri. 
Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ajaran agama 
Buddha yang bersumber dari Pancasila Buddhis menentang 
tindakan pembunuhan dalam bentuk apapun, apalagi 
perbuatan aborsi yang dilakukan akibat hubungan free sex 
pranikah yang dilakukan oleh remaja putri, ajaran Buddhis 
memandang perbuatan melakukan aborsi yang dilakukan 
oleh remaja putri tersebut menurut ajaran karma akan 
berdampak pada kelahiran dan kehidupannya dimasa yang 
akan datang. 
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D. Agama Hindu 
Pandangan agama Hindu menyatakan bertemunya 
sperma laki-laki (kama petak) dengan sel telur (kama bang) 
telah terjadi kehidupan, dan sejak saat itu aborsi dilarang 
karena orang yang menggugurkan kandungan tergolong 
perbuatan murtad dan termasuk orang-orang berdosa. Jika 
perbuatan tersebut dilakukan berakibat mendapat karma 
dalam kehidupan yang akan datang. 
 
2. Norma Kesopanan dan Kesusilaan 
Di kalangan bermasyarakat di negara Indonesia, ibu dan 
anak hasil dari pemerkosaan selalu dinilai negatif. Oleh karena itu 
dahulu kala, seorang perempuan yang sudah diperkosa biasanya 
langsung dipaksa kawin dengan orang lain oleh orang tuanya. Hal 
ini dilakukan demi menghilangkan aib perkosaan yang dialami. 
Namun, hal itu bukan berarti aborsi tidak pernah jadi pilihan bagi 
orang tua yang anaknya diperkosa. Zaman dahulu aborsi karena 
pemerkosaan juga pernah dilakukan. Tentu tidak di rumah sakit dan 
ditangani oleh orang yang berkompeten di bidangnya tapi di dukun 
beranak yang tentu saja masih meragukan profesionalitasnya. 
Tentu hal ini dilakukan demi menutupi aib akibat pemerkosaan 
tersebut. Jadi dari sisi norma kesopanan dan kesusilaan yang hidup 
di masyarakat kita, aborsi karena perkosaan bukanlah hal yang 
64 
 
tabu. Tabu dalam hal ini berartikan tidak tabu sebagai pilihan 
tindakan bagi keluarga yang putrinya mengalami kehamilan akibat 
pemerkosaan. 
Shinta Mashita Molina, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Makassar Komisi D bidang Kesejahteraan Rakyat 
berpendapat: 
“Sebagai manusia sudah sepatutnya untuk turut prihatin 
terhadap pemerkosaan. Akan tetapi aborsi itu sendiri tidak 
dibenarkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan 
dan kesusilaan yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu 
terdapat bagian advokasi pemberdayaan perempuan yang 
bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap 
perempuan korban pemerkosaan yang dibentuk oleh 
pemerintah setempat.”  
    
3. Norma Hukum 
   Khusus mengenai aborsi yang tidak dilegalkan, acuan yuridisnya 
dapat kita tentukan dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 
KUHP. 
Pasal 299 KUHP: 
(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita 
atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan 
atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu 
hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara 
palilng lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu 
rupiah. 
(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari 
keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai 
pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang dokter, 
bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga. 
(3) Jika yang bersalah, melakukan kejadian tersebut, dalam 
menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk 
melakukan pencarian itu. 
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Pasal 346 KUHP: 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk 
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun. 
Pasal 347 KUHP: 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang wanita tanpa 
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama dua belas tahun” 
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun. 
Pasal 348 KUHP: 
(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau 
mematikan kandungan seorang wanita dengan 
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun enam bulan. 
(2) Jika perbuatan itu menngakibatkan matinya wanita tersebut, 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 
Pasal 349 KUHP: 
Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu 
melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun 
membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 
dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat 
ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 
Berdasarkan pasal-pasal diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa pihak-pihak yang dapat mewujudkan terjadinya 
pengguguran kandungan adalah: 
1. Seseorang yang melakukan pengobatan atau menyuruh 
supaya berobat terhadap wanita tersebut, sehingga dapat 
gugur kandungannya. 
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2. Wanita itu sendiri yang melakukan upaya atau menyuruh orang 
lain, sehingga dapat gugur kandungannya. 
3. Seseorang yang tanpa izin menyebabkan gugurnya 
kandungan seorang wanita. 
4. Seseorang yang dengan izin menyebabkan gugurnya 
kandungan seorang wanita. 
5. Seseorang yang dimaksud dalam angka 1, 2, 3, dan 4 
termasuk di dalamnya dokter, bidan, juru obat, serta pihak lain 
yang berhubungan dengan medis. 
Pengklasifikasian pihak-pihak yang terlibat proses 
pengguguran kandungan seorang wanita selanjutnya seharusnya 
menjadi acuan pihak yang berwajib dalam menentukan hukuman 
kepada pihak-pihak lain yang tidak menjadi korban atau bukanlah 
wanita yang menggugurkan kandungan tersebut. Jika kita simak, 
pengklasifikasian pihak-pihak yang mewujudkan tindak pidana 
pengguguran kandungan sebagaimana pasal tersebut diatas 
dapat dikategorikan sebagai pelaku, orang yang menyuruh 
melakukan, orang yang turut serta melakukan, dan orang yang 
membantu. Selanjutnya Pasal 55 KUHP menegaskan: 
Pasal 55 KUHP: 
(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 
1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau 
turut melakukan perbuatan itu; 
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2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai 
kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya 
atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau 
keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu 
perbuatan. 
(3) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang 
boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah 
perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, 
serta dengan akibatnya. 
Pasal 56 KUHP: 
Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 
1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan 
kejahatan itu; 
2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, 
daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. 
Penyertaan menurut KUHP juga dikenal istilah pembantu, 
yaitu: ke-1 ialah orang yang dengan sengaja membantu waktu 
kejahatan itu dilakukan. Ke-2 yaitu orang orang yang dengan 
sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan (Pasal 56 KUHP). Dalam konteks tindak 
pidana pengguguran kandungan, maka tidak secara keseluruhan 
keberadaan Pasal 55 dan 56 KUHP yang merupakan ajaran 
tentang penyertaan secara umum dapat diterapkan. Oleh karena 
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memang dalam delik-delik pengguguran kandungan, telah 
ditentukan jenis hukuman terhadap seseorang dengan 
keadilannya, termasuk yang berhubungan dengan keprofesian 
seseorang seperti dokter, bidan, juru obat, dan sebagainya. 
Dengan demikian kiranya hal ini dapat menyadarkan bahwa setiap 
individu baik secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam 
proses pengguguran harus dianggap telah melakukan kejahatan. 
Dan ini berarti harus diproses secara hukum, yang selanjutnya 
akan memperoleh sanksi hukum. 
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Kesehatan 
sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, maka 
permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara 
eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang 
mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis 
mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai 
lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktek 
aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan 
pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 
dituangkan dalam Pasal 75, 76, 77, dan pasal 194. Berikut ini adalah 
uraian lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam 
pasal-pasal tersebut: 
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Pasal 75: 
(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 
(2) Larangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan berdasarkan: 
a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak 
usia dini kehamilan, baik yang mengancam 
nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita 
penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, 
maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 
menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 
kandungan; atau 
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat 
menyebabkan trauma psikologis bagi korban 
perkosaan. 
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat 
dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan 
pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan 
yang dilakukan konselor yang kompeten dan berwenang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari 
pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis 
dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 76: 
Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat 
dilakukan: 
a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu; 
b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan 
kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh 
menteri; 
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang 
ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 77 
Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari 
aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan 
ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung 
jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 194 
Setiap orang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 
(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 
tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah). 
 
B. Pembuktikan Adanya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Metode 
Dalam Melakukan Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan 
 
1. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Pemerkosaan 
Di dalam kasus kejahatan seks, maka kejelasan yang 
dibutuhkan adalah: 
- Ada tidaknya tanda-tanda persetubuhan; 
- Ada tidaknya tanda-tanda kekerasan; 
- Perkiraan umur; dan 
- Menentukan pantas tidaknya korban untuk dikawin. 
Bilamana persetubuhan dapat dibuktikan, perlu kejelasan 
perihal kapan terjadinya persetubuhan tersebut; hal mana dapat 
untuk mengetahui alibi dari tersangka pelaku kejahatan. Alat bantu 
yang digunakan yaitu Visum et Repertum. Di dalam pengertian 
secara hukum Visum et Repertum (VR) adalah: 
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- Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat 
kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, 
misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab 
kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan 
oleh Hakim dalam suatu perkara. (Subekti; Tjitrosudibio dalam 
Kamus Hukum tahun 1972) 
- Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari 
pemeriksaan oleh dokter, dan di dalam perkara pidana. 
(Fockeman-Andrea dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek 
tahun 1977) 
- Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas 
sumpah/janji (jabatan/khusus), tentang apa yang dilihat pada 
benda yang diperiksanya. (Karlinah P.A. Soebroto dari S.1973 
No. 350 pasal 1 dan pasal 2) 
- Surat laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang 
apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang 
diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan 
tersebut guna kepentingan peradilan.46  
 Persetubuhan adalah suatu peristiwa dimana terjadi 
penetrasi penis ke dalam vagina yang mana penetrasi tersebut 
dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai 
                                                          
46 Abdul Mun’im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Jakarta: Binarupa Aksara, 
hlm.1 
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ejakulasi. Dengan demikian hasil dari upaya pembuktian adanya 
persetubuhan dipengaruhi pelbagai faktor, yaitu: 
 - Besarnya penis dan derajat penetrasinya; 
 - Bentuk dan elastisitas selaput darah (hymen); 
 - Ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri; 
 - Posisi persetubuhan; dan 
 - Keaslian barang bukti serta waktu pemeriksaan. 
 Dengan demikian tidak terdapatnya robekan pada hymen, 
tidak dapat dipastikan bahwa pada wanita tidak terjadi penetrasi; 
sebaliknya adanya robekan pada hymen hanya merupakan 
pertanda adanya suatu benda (penis atau benda lain), yang masuk 
ke dalam vagina. 
 Apabila persetubuhan tersebut disertai dengan ejakulasi dan 
ejakulat tersebut mengandung sperma, maka adanya sperma di 
dalam liang vagina merupakan tanda pasti adanya persetubuhan. 
Apabila ejakulat tidak mengandung sperma maka pembuktian 
adanya persetubuhan dapat diketahui dengan melakukan 
pemeriksaan terhadap ejakulasi tersebut. 
 Komponen yang terdapat di dalam ejakulat dan dapat 
diperiksa adalah enzym asam fosfatase, khorin dan spermin. Baik 
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enzym asam fosfatase, khorin dan spermin bila dibandingkan 
dengan sperma, nilai untuk pembuktian lebih rendah oleh karena 
ketiga komponen tersebut tidak spesifik. Walaupun demikian enzym 
asam fosfatase masih dapat diandalkan karena kadar asam 
fosfatase yang terdapat dalam vagina (berasal dari wanita sendiri), 
kadarnya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan asam 
fosfatase yang berasal dari kelenjar prostat. 
 Dengan demikian apabila pada kejahatan seksual yang 
disertai dengan persetubuhan itu tidak sampai pada ejakulasi, 
dengan sendirinya pembuktian adanya persetubuhan secara 
kedokteran forensik tidak mungkin dapat dilakukan dengan pasti. 
Sebagai konsekuensinya dpkter tidak dapat secara pasti pula 
menentukan bahwa pada wanita tidak terjadi persetubuhan; 
maksimal dokter harus mengatakan bahwa pada diri wanita yang 
diperiksanya itu tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan, yang 
mencakup dua kemungkinan. Pertama, memang tidak ada 
persetubuhan dan kedua persetubuhan ada tapi tanda-tandanya 
tidak dapat ditemukan.   
 Apabila persetubuhan telah dapat dibuktikan secara pasti, 
maka perkiraan saat terjadinya persetubuhan harus ditentukan. Hal 
ini menyangkut masalah alibi yang sangat penting didalam proses 
penyidikan. Perkiraan saat terjadinya persetubuhan juga dapat 
ditentukan dari proses penyembuhan dari selaput dara yang robek, 
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yang pada umumnya penyembuhan tersebut akan dicapai 
dalamwaktu 7-10 hari post-coital. Sperma di dalam liang vagina 
masih dapat bergerak dalam waktu 4-5 jam post-coital, sperma 
masih dapat ditemukan tidak bergerak sampai sekitar 24-36 jam 
post-coital, dan bila wanitanya mati masih akan dapat ditemukan 
sampai 7-8 hari. 
 Sementara itu pembuktian adanya kekerasan pada tubuh 
wanita korban persetubun tidaklah sulit, dalam hal ini perlu 
diketahui lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu di daerah 
mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal 
paha serta di sekitar dan pada alat genital. Luka-luka akibat 
kekerasan pada korban kejahatan seksual biasanya berbentuk 
luka-luka lecet bekas kuku, gigitan (bite marks) serta luka-luka 
memar. 
 Perlu diketahui di dalam hal pembuktian adanya kekerasan 
bahwa tidak selamanya kekerasan itu meninggalkan jejak atau 
bekas yang berbentuk luka. Dengan demikian tidak ditemukannya 
luka tidak berarti bahwa pada wanita tidak terjadi kekerasan. Disini 
kembali pentingnya atau alasannya mengapa dokter harus 
menggunakan kalimat tanda-tanda kekerasan di dalam setiap VR 
yang dibuat. 
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 Pembiusan pun dikategorikan sebagai tindakan kekerasan, 
maka dengan sendirinya diperlukan pemeriksaan untuk 
menentukan ada tidaknya obat-obat atau racun yang kiranya dapat 
membuat wanita menjadi pingsan. Ini menimbulkan konsekuensi 
bahwa pada setiap kasus kejahatan seksual pemeriksaan 
toksikologik menjadi prosedur yang patut untuk dilakukan. Di dalam 
pemeriksaan kasus-kasus korban kejahatan seksual faktor waktu 
dan keaslian barang bukti yang diperiksa sangat berperan di dalam 
menentukan keberhasilan pemeriksaan. Tanda-tanda persetubuhan 
dengan berlangsungnya waktu akan menghilang dengan 
sendirinya, luka-luka akan menyembuh dan mayat akan hancur. 
Dengan demikian pemeriksaan sedini mungkin merupakan 
keharusan, bila dari pemeriksaan diharapkan hasil yang maksimal. 
Pakaian korban yang telah diganti, tubuh wanita yang telah 
dibersihkan akan menyulitkan pemeriksaan oleh karena 
keadaannya sudah tidak asli.  
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4.1 Tabel data kasus Pemerkosaan yang ditangani oleh 
Polrestabes Makassar selama Tahun 201547 
No. BULAN 
JUMLAH  KASUS 
PEMERKOSAAN 
1. JANUARI 3 
2. FEBRUARI 6 
3. MARET 2 
4. APRIL 2 
5. MEI 1 
6. JUNI 3 
7. JULI 1 
8. AGUSTUS 1 
9. SEPTEMBER 1 
10. OKTOBER 1 
11. NOVEMBER 1 
12. DESEMBER 1 
JUMLAH 23 
                                                          
47 Diperoleh dari Hasil Wawancara tanggal 11 Januari 2016 dengan Bapak Ismail dan 
Bapak Yuliman selaku Polisi di Kapolrestabes Makassar 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2015 
terdapat 23 kasus pemerkosaan yang diselidiki oleh Polrestabes 
Makassar. 
 
4.2 Tabel data Pelaku Pemerkosaan yang berhasil 
diidedntifikasi oleh RS. Bhayangkara Makassar Tahun 201548 
No. PELAKU 
JUMLAH  KASUS 
PEMERKOSAAN 
1. Orang yang tidak dikenal 4 
2. Tetangga Korban 2 
3. Mantan Kekasih Korban 1 
4. Teman Korban 6 
5. Kekasih Korban 18 
6. Ayah Tiri Korban 2 
7. Paman Korban 2 
8. Kakek Korban 1 
Jumlah 36 
 
                                                          
48 Diperoleh dari Hasil Wawancara tanggal 12 Januari 2016 dengan Bu Darmiawati 
selaku bagian forensik di RS. Bhayangkara Makassar 
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Sementara itu, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 36 
kasus yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana pemerkosaan 
yang berhasil divisum oleh RS. Bhayangkara Makassar yang 
berasal dari daerah Makassar dan sekitarnya selama tahun 2015. 
 
2. Metode Dalam Melakukan Aborsi Akibat Korban 
Pemerkosaan 
Terjadinya kehamilan jelas merupakan tanda akan adanya 
persetubuhan. Dan tidak sedikit korban pemerkosaan yang 
berujung pada kehamilan. Sebelum melakukan aborsi, orang yang 
hendak menggugurkan kandungannya harus mendapat konseling 
terlebih dahulu. Konseling ini dilakukan oleh konselor yang 
bersertifikat dan berkompeten setelah mendapat pendidikan formal 
atau platihan di bidang kesehatan. Konseling yang diberikan 
berupa pendampingan psikologis, sosiologis dan medis. Konseling 
ini diberikan pra tindakan aborsi dan pasca tindakan aborsi. 
Konseling pra tindakan dilakukan dengan tujuan: 
- Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin 
melakukan aborsi; 
- Menyampaikan dan menjelaskan kepada 
perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa 
tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan 
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berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan 
pemeriksaan penunjang; 
- Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan 
dilakukan dan kemungkinan efek samping atau 
komplikasinya; 
- Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi 
untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan 
aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan 
aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai 
aborsi; dan 
- Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi. 
Sedangkan konseling pasca tindakan aborsi bertujuan: 
- Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien 
setelah tindakan aborsi; 
- Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi 
fisik setelah menjalani aborsi; 
- Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk 
pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan 
rujukan bila diperlukan; dan 
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- Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi 
untuk mencegah terjadinya kehamilan. 
Metode yang digunakan untuk melakukan abortus 
tergantung dari usia kehamilan, hal mana perlu diketahui oleh 
penyidik dalam kaitannya dengan pengumpulan barang bukti.49 
- Pada umur kehamilan sampai 4 minggu, maka metode 
yang paling sering digunakan yaitu melakukan kerja fisik 
yang berat, melakukan kekerasan fisik pada perut, meminum 
obat pencahar, mandi air panas, electric shocks untuk 
merangsang rahim dan sebagainya. 
- Pada umur kehamilan sampai 8 minggu, maka metodenya 
yaitu memakan obat-obatan yang dapat merangsang 
kontraksi otot rahim dan mengganggu keseimbangan 
hormonal. Penyuntikan cairan atau karbol ke dalam rahim 
melalui vagina dengan maksud agar terjadi separasi 
piacenta dan peletakannya dengan rahim juga dapat 
dilakukan dalam umur kehamilan ini. Termasuk 
memasukkan benda-benda asing ke dalam rahim seperti 
kateter jarum, kawat, atau pensil. 
- Pada umur kehamilan 12 – 16 minggu hal yang paling 
sering dilakukan yaitu dengan menusuk kandungan dan 
                                                          
49 Abdul Mun’im Idries, 2013, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses 
Penyidikan, Sagung Seto, Jakarta, hlm. 170 
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memasukkan air sabun, pasta atau karbol dan 
menggunakan alat-alat yang dapat melepaskan fetus 
dengan kuret dan lain sebagainya. 
Moch. Iwan Kurniawan, salah satu dokter polisi di RS. 
Bhayangkara berpendapat:50 
“Seseorang dianggap hamil dibuktikan dan terhitung sejak 
Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT). Begitu pun terhadap 
korban pemerkosaan, hal ini dibuktikan melalui Visum et 
Repertum oleh forensik yang terdapat luka-luka bekas 
pemaksaan akibat kekerasan di daerah-daerah vital korban. 
Terkait aborsi sendiri, di RS. Bhayangkara tidak pernah ada 
peristiwa untuk abortus yang dilakukan untuk korban 
pemerkosaan. Hal ini dikarenakan bahwa dokter tidak mau 
melanggar sumpah Hippocrates walaupun dari pandangan 
hukum sudah membolehkan hal tersebut. Biasanya yang 
datang di RS. Bhayangkara ialah wanita yang telah 
melakukan pengguguran dibantu oleh pihak yang tidak 
profesional dan ingin membersihkan bekas-bekas aborsi 
yang tidak sempurna oleh pihak yang tidak profesional 
tersebut (Abortus Incomplet).” 
 
Adapun Standar Prosedur Aborsi Incomplet di RS. 
Bhayangkara Makassar yaitu: 
1) Tentukan besar uterus (taksir usia gestasi), kenali dan 
atasi setiap komplikasi (perdarahan hebat, syok, 
infeksi/sepsis) 
2) Hasil konsepsi yang terperangkap pada serviks 
disertai perdarahan hingga ukuran sedang, dapat 
                                                          
50 Hasil wawancara yang diperoleh pada tanggal 12 Januari 2016 
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dikeluarkan secara digital atau cunam ovum. Setelah 
itu evaluasi perdarahan : 
a.  Bila perdarahan berhenti, beri 
ergometrin 0,2 mg IM atau Misoprostol 
400 mg per oral. 
b.  Bila perdarahan terus berlangsung, 
evakuasi sisa hasil konsepsi dengan 
Aspirasi Vakum Manual  (pilihan 
tergantung dari usia getasi, pembukaan 
serviks dan keberadaan bagian-bagian 
janin). 
c.  Bila tidak ada tanda-tanda infeksi, beri 
antibiotik profilaksis (sulbenisilin 2g IM 
atau sefuroksim 1 g oral). 
d.  Bila terjadi infeksi, beri ampisilin 1 g 
dan metronidasol 500 mg setiap 8 jam. 
e.  Bila terjadi perdarahan hebat atau usia 
gestasi dibawah 16 minggu, segera 
lakukan evakuasi dengan Aspirasi 
Vakum Manual. 
f.  Bila pasien tampak anemia, berikan 
sulfas ferosus 600 mg perhari selama 2 
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minggu (anemia sedang) atau transfusi 
darah (anemia berat). 
3)  Pengeluaran sisa jaringan secara digital. 
Tindakan ini dilakukan untuk menolong penderita 
di tempat yang tidak ada fasilitas kuretase, sekurang 
kurangnya untuk menghentikan perdarahan. Hal ini 
sering dilakukan pada keguguran yang sedang 
berlangsung (abortus insipiens) dan abortus 
inkompletus. 
Pembersihan secara digital hanya dapat 
dilakukan bila telah ada pembukaan serviks uteri yang 
dapat dilalui oleh satu jari longgar dan cavum uteri 
cukup luas. Karena manipulasi ini akan menimbulkan 
rasa nyeri, maka sebaiknya dilakukan dalam narkosa 
umum intravena (katalar) atau anastesi blok pars 
servikal. 
Caranya adalah dengan dua tangan (bimanual) : 
jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dimasukkan 
kedalam jalan lahir untuk mengeluarkan hasil konsepsi 
sedangkan tangan kiri menekan korpus uteri sebagai 
fiksasi. Dengan kedua jari tangan kikislah hasil konsepsi 
sebanyak mungkin atau sebersihnya. Pengeluaran sisa 
jaringan dengan kuretase (Kerokan). Kuretase adalah 
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cara membersihkan hasil konsepsi dengan memakai alat 
kuretase. Sebelum melakukan kuretase penolong harus 
melakukan pemeriksaan dalam untuk letak uterus, 
gunanya untuk mencegah terjadinya bahaya kecelakaan 
misalnya perforasi. 
1)   Persiapan Penderita 
a)  Melakukan pemeriksaan umum : tekanan darah, 
nadi, suhu, keadaan jantung dan sebagainya, 
b)   Memasang  infus dextrose 5 % atau RL yang 
mengandung 10 unit oksitosin 
2) Persiapan alat-alat kuretase : alat-alat hendaknya telah 
tersedia dalam bak, alat hendaknya dalam keadaan 
aseptik (suci hama) berisi :  
a) Spekulum Sims 2 buah 
b) Cunam tampon (tampon tang) 1 buah 
c) Cunam peluru (tenakulum) 1 buah 
d) Uterus sonde 1 buah 
e) Busi Hegar (dilatator) 1 buah 
f) Cunam Ovum (fenster) 1 buah 
g) Sendok kuret 1 buah 
h) Jarum suntik 5 ml 2 buah 
i) Mangkok logam berisi Bethadine 
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j) Kateter karet 1 buah 
k) Sarung tangan DTT/steril 4 pasang  
l) Baju kamar tindakan, apron, masker, kacamata 
pelindung, sepatu boot/karet 
m) Kasa steril beberapa lembar 
n) Penampung darah dan jaringan 
o) Lampu sorot 
p) Larutan chlorine 0,5%  
3)   Cara dilatasi kuretase. 
a) Pasang deok steril pada bokong ibu 
b) Antiseptik genetalia externa dan sekitarnya 
c) Kosongkan vesika urinaria dengan keteter 
d) Pasang speculum 
e) Jepit portio dengan tenakulum 
f) Masukkan sonde uterus untuk mengetahui dalam dan 
arah cavum uteri. 
g) Lakukan dilatasi dengan dilitator hegar. Mulai dengan 
ukuran kecil sampai dengan ukuran yang dikehendaki 
biasanya dilatator hegar nomor 8 sudah cukup untuk 
memasukkan kuret biasa) 
h) Keluarkan jaringan hasil konsepsi dengan tang 
abortus  
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i) Lakukan karutase secara sistemik dengan kuret 
tumpul dan tajam. 
j) Setelah diyakini bersih dan tidak ada perdarahan lagi, 
tenakkulum dilepas dan portio didep dengan gas 
bethadine dan lepaskan speculum 
k) Bersihkan sekitar genitalia externa ibu. 
       
Terdapat beberapa macam teknik aborsi yang dikenal. 
Biasanya aborsi sering dilakukan dengan bantuan tenaga medis, 
baik yang modern maupun yang tradisional. Dalam perkembangan 
selanjutnya, aborsi dapat dilakukan sendiri dengan bantuan obat. 
Kita melihat sepintas beberapa macam teknik aborsi agar kita dapat 
memahami fenomena kejam ini dengan lebih baik. 
- Metode dilasi dan kuret (dilation and curretage). 
Dalam metode ini sebuah alat kecil yang berujung 
seperti sendok dimasukkan ke dalam rahim. Pelaku 
aborsi kemudian mengeruk dinding rahim, memotong 
janin menjadi potongan-potongan kecil, yang 
kemudian dikeluarkan sepotong demi sepotong 
melalui serviks. Pengerukan dinding rahim biasanya 
disertai dengan pendarahan besar dan dampak 
samping yang lain yang biasanya amat menyakitkan 
bagi wanita. 
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- Metode penyedotan (suction). Sebuah alat penyedot 
yang kuat dimasukkan dalam rahim melalui serviks. 
Janin dan plasenta dihancurkan kecil, kemudian 
disedot keluar dan dimasukkan dalam tempat 
penampungan. Kadang-kadang metode ini dilakukan 
setelah metode di atas dilakukan. Infeksi, kerusakan 
dan kesakitan pada serviks dan rahim dapat terjadi. 
- Metode cairan garam (saline solution). Suatu jarum 
panjang dimasukkan ke rahim melalui perut ibu dan 
cairan garam kimiawi yang kuat disuntikkan ke dalam 
air ketuban yang menyelimuti si janin. Cairan garam 
kimiawi itu tertelan dan terserap ke dalam janin, 
membakar kulitnya dan menyebabkan kematiannya 
beberapa jam kemudian. Kematian janin 
menyebabkan ibu berkontraksi dan mengeluarkan 
janin yang mengkerut dan hangus. Janin dibuang ke 
sampah, hal ini dapat secara fisik dan psikologis 
menyakitkan si ibu. Kadang-kadang janin yang 
dilahirkan masih hidup, menderita kesakitan karena 
luka bakar yang hebat. Konsekuensi emosional dalam 
kasus-kasus seperti ini tak tertanggungkan oleh ibu. 
- Metode prostaglandin atau aborsi kimiawi. Suatu 
cairan hormonal disuntikkan pada otot rahim. Hal ini 
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menyebabkan rahim berkontraksi dan mendorong 
janin keluar. Proses ini sangat menyakitkan ibu. 
Kemudian janin ditarik keluar dengan alat semacam 
penjepit, biasanya kepala janin dihancurkan dan 
bagian-bagian tubuh lain ditarik keluar. Metode ini 
menimbulkan stress berat pada tubuh ibu dan dapat 
menyebabkan komplikasi lain. 
- Metode histerotomi atau bedah. Metode ini 
biasanya dilakukan untuk janin yang sudah tua, yakni 
pada trimester terakhir. Rahim dibedah lewat dinding 
perut. Seperti layaknya operasi caesar, namun si janin 
dimatikan dalam uterus atau dibiarkan mati jika ia 
belum mati sebelum dibuang. Operasi besar ini 
mengandung risiko besar, komplikasi dan 
penyembuhan yang menyakitkan. 
Kenyataan ini menangkis bahwa aborsi itu aman, mudah, 
dan tak menyakitkan. Bahkan konsekuensi fisiologis dan psikologis 
pasti terjadi setelah aborsi. Hal ini dikenal dengan post traumatic 
disorder atau post abortion syndrome. Secara fisik penyembuhan 
luka luar dan dalam sangat menyakitkan dan kemungkinan terjadi 
aborsi ulang untuk kehamilan berikutnya akan sangat tinggi. Secara 
psikologis beban ibu sering tak tertanggungkan seperti kehilangan 
nafsu makan, insomnia, agitasi, kehilangan minat atas aktifitas 
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hidup juga aktifitas seksual, kehilangan energi, rasa bersalah yang 
bertubi-tubi, kehilangan kemampuan konsentrasi, dan munculnya 
ide-ide untuk bunuh diri. 
Ada beberapa alasan mengapa seseorang sampai 
melakukan pengguguran kandungan, antara lain: 
a. Trauma Psikologis 
Terhadap siapapun menjadi korban pemerkosaan 
merupakan suatu hal yang tidak diinginkan karena menimbulkan 
trauma psikologis oleh korban tersebut. Bagi wanita korban 
pemerkosaan, akibat yang ditimbulkannya berdampak pada 
penderitaan secra psikis dan juga berdampak trauma lingkungan. 
Para korban pemerkosaan akan merasakan hak serta integritas 
dirinya terinjak-injak dan dihinakan, serta dijatuhkan harkat dan 
martabatnya sebagai manusia. Untuk memulihkannya pun 
membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan apabila korban 
pemerkosaan itu tidak dapat mengatasi traumatiknya maka dapat 
berakibat terjadinya gangguan psikologis dalam diri korban yang 
berdampak kompleks dan akan mengganggu perkembangan diri 
korban dalam upaya menghadapi masa yang akan datang. Pada 
titik ekstrem dimana traumanya tidak dapat diatasi, akan ada 2 
kemungkinan yaitu hilangnya kewarasan dan bunuh diri. Akibat-
akibat kejiwaan korban kejahatan pemerkosaan jauh lebih berat 
90 
 
dibanding akibat pada fisiknya oleh karena itu dibutuhkan terapi 
kejiwaan yang tepat dan memberikan rasa aman pada korban 
pemerkosaan. 
b. Aib Keluarga 
Bagi sebagian besar masyarakat, hamil di luar nikah 
merupakan suatu aib yang tidak saja memberi konsekuensi buruk 
bagi perempuan yang bersangkutan tapi juga menyangkut harkat 
dan martabat keluarganya. Berkaitan dengan menjaga harkat dan 
martabat keluarga, orang akan rela melakukan apa saja bahkan 
terkadang nyawa pun direlakan. Terlebih bagi korban pemerkosaan 
yang berakibat pada kehamilan tentu saja hal ini menjadi aib bagi 
dirinya maupun keluarganya yang oleh karena itu maka korban rela 
untuk melakukan apa saja termasuk melakukan aborsi. 
c. Dorongan dari Orang Lain 
Dalam permasalahan aborsi yang termasuk delik, aborsi 
yang berujung pada kehamilan juga menyangkut orang-orang 
terdekat dan terkait pula dengan perempuan tersebut (keluarga, 
sahabat, atau teman). Kadangkala orang-orang terdekat itulah yang 
menyuruh untuk si perempuan melakukan pengguguran 
kandungan. 
Adanya paksaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat 
tersebut biasanya berkaitan dengan prestige dari orang itu 
91 
 
(misalnya orang tua), yang dalam lingkungan sosialnya memiliki 
derajat kedudukan yang cukup tinggi dan dihormati, tetapi ia 
merasa bahwa harga dirinya akan jatuh jika masyarakat tahu 
bahwa anaknya telah hamil di luar nikah.  
d. Alasan Kesehatan 
Perdebatan tentang sering dikaitkan dengan hak perempuan 
terhadap tubuhnya atau hak reproduksi perempuan. Perdebatan ini 
muncul karena dalam masyarakat yang menjunjung tinggi etika 
terutama yang berwilayah ketimuran akan berpendapat bahwa 
memiliki kandungan yang dihasilkan dari hasil diluar nikah 
merupakan suatu peristiwa yang memalukan. Akan tetapi berkaitan 
dengan kesehatan terutama terjadinya hal yang mengharuskan 
untuk memilih menyelamatkan janin atau ibunya, maka aborsi 
dibolehkan. Hal ini sama sekali tidak mencocoki delik di KUHP 
maupun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan.    
Secara universal, manusia mempunyai kebutuhan yang 
selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan biologis, baik sebagai 
alat untuk memperoleh keturunan, maupun hanya sebatas 
pemenuhan kebutuhan batin. Dengan ikatan perkawinan 
diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi suatu hal yang 
sakral dan legal, bakan bernilai ibadah dalam agama. Namun 
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harapan itu tidak selamanya terpenuhi, karena beragamnya sifat 
dan cara pemenuhan kebutuhan biologis manusia yang terkadang 
menghalalkan segala cara, termasuk perbuatan perkosaan. 
Aborsi bagi korban tindak pidana pemerkosaan sampai saat 
ini masih dilematis dan menjadi masalah yang cukup serius serta 
memerlukan pemecahan. Oleh karena itu dibutuhkan usaha 
penanggulangan atau pencegahan dari pihak tenaga medis, aparat 
hukum dan masyarakat yang tersinergi agar berjalan tertib, terarah, 
dan terencana. Termasuk dalam upaya mengaktualisasikan nilai-
nilai agama, budaya, kesehatan dan hukum serta memberikan 
bantuan, bimbingan dan pendampingan bagi para pelaku tindak 
pidana aborsi akibat pemerkosaan agar sedapat mungkin 
mengatasi segala persoalan yang akan dihadapi. 
Terhadap upaya aborsi ada setidaknya 3 langkah upaya 
pencegahan terjadinya aborsi akibat korban pemerkosaan. Upaya-
upaya tersebut adalah sebagai berikut: 
- Mengkonsumsi pil kontrasepsi darurat 
Khusus kehamilan yang tidak dikehendaki akibat dari 
tindak pidana pemerkosaan maka cara yang paling efektif 
yang dapat dilakukan adalah mengkonsumsi Pil Kontrasepsi 
Darurat/Emergency Contraceptive Pills (ECP). Pil ini efektif 
jika dikonsumsi tidak lebih dari 24 jam setelah terjadi 
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perkosaan. Menurut Dewi Setiawati salah satu dokter 
kebidanan menyatakan bahwa:51 
Cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya 
kehamilan yang tidak diinginkan termasuk dalam hal 
ini akibat tindak pidana pemerkosaan ialah 
mengkonsumsi Pil Kontrasepsi Darurat dan 
dikonsumsi segera mungkin sebelum melewati waktu 
24 jam setelah terjadinya pemerkosaan. Karena pil 
tersebut berfungsi untuk mencegah pertemuan antara 
sperma dengan sel telur. Pemberian pil ini sangat 
ketat untuk menghindari penyalahgunaannya dari 
pihak yang tidak bertanggung jawab.  
Sebelum memberikan obat-obatan kontrasepsi 
kepada korban pemerkosaan demi mencegah kehamilan, 
tenaga medis harus memastikan terlebih dahulu riwayat 
kesehatan korban (dalam hal ini riwayat menstruasinya, 
aktivitas seksualnya pada beberapa hari terakhir, dan 
penggunaan alat-alat kontrasepsi).  
- Penyembuhan dan Pemulihan Kesehatan 
Apabila seorang perempuan diperkosa walaupun ia 
memiliki potensi untuk menutup diri karena aibnya, sudah 
sepantasnya ia mendapatkan perawatan yang layak dan 
aman. Perawatan yang diberikan padanya harus dilakukan 
dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh kasih 
sayang. Dalam upaya pemulihan ini meliputi pemulihan di 
bidang fisik dan psikis. Kesehatan fisik dan kesehatan 
                                                          
51 Diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2016 
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psikis merupakan hal yang penting untuk diperbaiki 
mengingat penderitaan yang diderita korban tidak hanya 
secara fisik namun lebih parah pada psikis. 
- Penyuluhan Kesehatan 
Langkah lain yang harus digunakan berkaitan dengan 
upaya mencegah pengguguran kandungan oleh korban 
tindak pidana pemerkosaan adalah memberikan penyuluhan 
kesehatan tentang aborsi. Penyuluhan ini pada prinsipnya 
memberikan pemahaman dan penyegaran kepada 
masyarakat luas tentang bahaya aborsi. Upaya lain pun yaitu 
memberikan sanksi terhadap para pelaku aborsi. Penjatuhan 
sanksi pidana diberikan apabila melanggar syarat-syarat 
bolehnya aborsi dalam rumusan Pasal 75 UU Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
 
C. Analisis Penulis 
Menurut penulis yang mengacu pada Pasal 28 UUD 1945 tentang 
HAM, Tap MPR No. XVII/1998 tentang HAM, UU No. 1 Tahun 1946 
tentang KUHP yang menjunjung tinggi hak hidup warga negara  maka 
aborsi memang dilarang karena tidak sesuai dengan norma-norma 
yang hidup di dalam kehidupan bermasyarakat di bangsa Indonesia. 
Akan tetapi, seiring dengan dinamisme dan kompleksitas masyarakat 
95 
 
maka dalam beberapa kasus aborsi merupakan jalan satu-satunya 
demi menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia, maka diterbitkanlah UU 
No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal 75 UU tersebut, 
aborsi dilegalkan dengan syarat adanya indikasi kedaruratan medis 
dan akibat pemerkosaan. Hal yang lebih teknis terkait aborsi ini diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Reproduksi. Terkait aborsi akibat pemerkosaan dibuktikan dengan usia 
kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang mana tidak boleh 
melebihi 40 hari terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Hal ini 
sejalan dengan norma agama yang menyebutkan bahwa ruh ditiupkan 
setelah segumpal darah darah berumur 4 bulan yang berarti sebelum 
itu janin belum bernyawa. Kemudian bukti yang dibutuhkan adalah 
keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya 
dugaan perkosaan. Aborsi yang dilakukan haruslah dilakukan dengan 
aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu dilakukan 
konseling pra tindakan aborsi dan pasca tindakan aborsi  guna 
menjamin tindakan aborsi tidak memberikan dampak yang lebih lanjut 
bagi wanita yang menggugurkan kandungannya. Pelaksanaan aborsi 
ini kemudian wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan /kota 
dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi yang dibuat oleh 
pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. 
 
 
96 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian penulis maka penulis dapat 
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Bahwa terhadap korban pemerkosaan yang 
mengakibatkan kehamilan mendapat pengecualian untuk 
menggugurkan kandungannya. Hal ini karena peristiwa 
hukum yang terjadi bukanlah perbuatan hukum yang 
dikehendaki dalam hal ini kehamilan yang tidak 
diinginkan. Korban perkosaan mendapatkan legalitas 
untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki 
kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembenaran aborsi 
bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 
61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 
Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat 
membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis 
dirinya. Terlebih lagi apabila dari pemerkosaan itu 
menghasilkan kehamilan bagi korbannya. Dengan 
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adanya ketentuan diatas telah memberi perlindungan 
hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan untuk 
menggugurkan kandungan yang tidak dikehendaki 
tersebut. 
2. Berdasarkan beberapa norma di masyarakat terhadap 
legalisasi aborsi akibat pemerkosaan terdapat beberapa 
pendapat antara lain: 
- Norma Agama yang menyebutkan bahwa aborsi itu 
dilarang oleh agama sepanjang pengguguran 
kandungan tersebut tidak memiliki alasan yang dapat 
diterima dalam keyakinan masing-masing. Akan tetapi 
pengguguran kandungan ini dibolehkan apabila 
kandungan belum bernyawa dan/atau kandungan 
memiliki indikasi yang dapat membahayakan wanita 
yang mengandung atau janin itu sendiri. 
- Norma Kesusilaan dan Kesopanan dimana 
menganggap bahwa pada umumnya banyak terjadi 
praktik-praktik pengguguran kandungan tanpa 
sepengetahuan aparat penegak hukum karena hal ini 
terjadi secara sembunyi-sembunyi. Tentu hal ini tidak 
sejalan dengan nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan 
yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat. 
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- Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi itu 
tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran 
kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi 
kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan. 
3. Berdasarkan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa 
dalam membuktikan adanya tindak pidana pemerkosaan 
dapat dilihat dari hasil Visum et Repertum yang dilakukan 
oleh penyidik dan dari hasil visum inilah yang menjadi 
dasar bagi korban pemerkosaan untuk dapat dengan sah 
melakukan aborsi di tempat yang ditunjuk dan memiliki 
kewenangan dan kompetensi untuk melakukan 
pengguguran kandungan yang telah ditunjuk oleh 
pemerintah. Adapun metode-metode untuk melakukan 
aborsi antara lain: 
a. Metode dilasi dan kuret (dilation and curretage). 
b. Metode penyedotan (suction).  
c. Metode cairan garam (saline solution).  
d. Metode prostaglandin atau aborsi kimiawi.  
e. Metode histerotomi atau bedah.  
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B. Saran 
Berdasarkan uraian-uraian bab-bab sebelumnya maka 
penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan 
persoalaan aborsi yang dibolehkan terhadap korban tindak pidana 
pemerkosaan sebagai berikut: 
1. Sebelum melakukan upaya pengguguran kandungan 
yang dilakukan oleh korban pemerkosaan, harus terlebih 
dahulu dibuktikan melalui putusan hakim yang inkracht 
demi menjamin kepastian hukum dan sebagai landasan 
kuat bahwa telah benar terjadi peristiwa tindak pidana 
pemerkosaan. 
2. Perlunya lembaga konseling yang dibentuk untuk 
memberikan konsultasi terkait masalah yang dihadapi 
oleh korban pemerkosaan sehingga aborsi bukan jalan 
satu-satunya yang diambil oleh korban pemerkosaan. Hal 
ini mengingat telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian 
Pencatatan Perkawinan dan Status Hukum Anak Yang 
Dilahirkan dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
pada intinya berisi bahwa anak yang dilahirkan tanpa 
status menikah yang diakui oleh negara tetap memiliki 
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hubungan perdata dengan bapak dan keluarga 
bapaknya. 
3. Perlunya langkah aktif bagi korban pemerkosaan agar 
melaporkan sesegera mungkin peristiwa hukum yang 
dialaminya. Tidak jarang ditemui korban pemerkosaan 
yang tidak segera melaporkan peristiwa tersebut karena 
masih mengedepankan musyawarah antara keluarga 
korban dan keluarga pelaku pemerkosaan untuk 
mengambil langkah-langkah yang benar sesuai 
keyakinannya. 
4. Perlunya peran aktif aparat hukum dalam menyelidiki dan  
menyidiki tindak pidana pemerkosaan demi melindungi 
dan mengayomi dalam hal ini korban pemerkosaan pada 
khususnya dan masyarakat umumnya. 
5. Perlunya sinergitas antara aparat hukum dengan tenaga 
kesehatan dalam upaya memberikan perlindungan 
hukum bagi korban pemerkosaan yang berujung pada 
kehamilan. 
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